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ABSTRAK 
Nama :   Idham Suryansyah 
Nim :   10500113026 
Jurusan :   Ilmu Hukum 
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang 
Mempunyai Gangguan Kejiwaan 
 
Dalam Penelitian dibahas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku 
Kejahatan yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, 
tidak dipidana pelaku pidana/kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan, yaitu 
karena jiwanya sakit/cacat atau terganggu jiwanya. Dari hal ini sehingga muncul 
pertanyaan bagi penulis dan merasa perlu adanya penelitian untuk menjawab 
pernyataan ini: 1). Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh penyidik untuk 
menetapkan seorang pelaku kejahatan mempunyai gangguan kejiwaan ?, dan 2). 
Bagaimna proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai ‎gangguan 
kejiwaan ?. 
Tinjauan umum penelitian ini menjelaskan bagaimana kedudukan hukum 
seorang pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan dalam hukum pidana 
yang berlaku di Indonesia. 
Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan yuridis 
normatif dan yuridis empiris‎. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang 
dilakukan berdasarkan ‎bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, 
konsep-konsep, asas-‎asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan ‎penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan 
kepustakaan, ‎yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan 
dan ‎dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini‎ .‎sedangkan Pendekatan 
yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ‎ada dalam praktik di 
lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan ‎pendekatan secara sosiologis yang 
dilakukan secara langsung ke lapangan‎. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 1). Langkah-langkah yang dilakukan 
penyidik untuk menetapkan seorang pelaku mempunyai gangguan kejiwan, yaitu 
melalui tahap wawancara dalam proses pemeriksaan dan melalukan Observasi yaitu 
melalui dengan observasi lingkungan pelaku yaitu keluarga dan tetangganya untuk 
mengetahui histori pelaku, dengan menyurat ke Rumah Sakit Khusus Daereah 
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Sulawesi-selatan agar sipelaku diperiksa kejiwaannya oleh dokter forensic psikiatri. 
2). Proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai gangguan kejiwan, 
yaitu apabila terbukti mempunyai gangguan kejiwaan maka dihentikan proses 
penyidikan dan dihentikan dari segala tuntutan hukum dengan dikeluarkannya SP3 
(surat perintah penghentian penyidikan). Apabila terbukti tidak mempunyai 
gangguan kejiwaan, proses hukum tetap berlanjut sesuai dengan prosedur hukum 
hingga dijatuhkannya putusan oleh hakim. 
 
Implikasi penelitian yaitu 1). Bagi Peneliti, Agar kiranya proses dan hasil 
penelitian ini dapat ‎menambah ‎pengetahuan ilmiah yang berharga sehingga dapat 
meningkatkan ‎pengetahuan serta ‎menambah wawasan khususnya gambaran 
pengetahuan ‎terhadap pelaku kejahatan yang ‎mempunyai gangguan kejiwaan. 
2).Bagi Institusi, ‏Agar kiranya hasil penelitian ini dapat ‎dijadikan sebagai 
bahan ‎informasi dan referensi keilmuan dalam hal pelaku kejahatan yang ‎mempunyai 
gangguan kejiwaan. 3).Bagi Masyarakat, ‏Hasil penelitian ini diharapkan 
dapat ‎bermanfaat dan dijadikan ‎sebagai referensi dan bahan rujukan pengetahuan 
untuk meningkatkan ‎khazanah keilmuan ‎tentang pelaku kejahatan yang mempunyai 
gangguan ‎kejiwaan.‎‏ penulis ‎mengharapkan agar masyarakat tetap 
waspada‎, ‎karena ‎‏kejahatan akan terus ada dan kejahatan ‎tidak hanya akan dilakukan 
oleh ‎‏orang yang normal dan sehat tetapi juga dimungkinkan ‎kejahatan ini datang ‎‏dari 
pelaku yang mempunyai gangguan kejiwaan.‎ 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  
Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Kitab Undang-Undang ‎Hukum 
Acara Pidana ‎(KUHAP)‎ merupakan dasar bagi ‎terselenggaranya proses peradilan 
pidana yang benar-benar bekerja ‎dengan baik serta benar-benar memberikan 
perlindungan hukum ‎terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau 
terpidana ‎sebagai manusia. Sistem Peradilan Pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri 
dari sub-sistem yang ‎merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sub-
‎sistem Penyidikan dilaksanakan oleh Kepolisian, sub-sistem penuntutan 
dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub-sistem ‎pemeriksaan di Sidang Pengadilan 
dilaksanakan oleh Pengadilan dan‎ sub-sistem pelaksanaan  ‎putusan pengadilan  
dilaksanakan  oleh Kejaksaan  dan Lembaga Pemasyarakatan.‎  
Tindak pidana atau tindak kekerasan di atur jelas di dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP). Guna mengantisipasi orang yang melakukan tindak 
pidana/tindak kekerasan,  maka  jika orang  tersebut  terbukti  ‎mengalami  gangguan 
jiwa, maka hal ini ada kaitannya dengan Pasal ‎44 KUHP yang intinya tidak ‎dipidana 
orang yang mengalami gangguan jiwa jika orang tersebut ‎melakukan tindak pidana 
dan di kirim ke Rumah Sakit Jiwa untuk ‎dirawat selama satu tahun.1 
                                                           
1 Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Buku Pedoman Kesehatan ‎Jiwa 
Departemen ‎Kesehatan R.I.Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat ( Jakarta: Direktorat 
Kesehatan Jiwa ‎Masyarakat , 2003), h. 4‎ 
1 
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Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka di dalam ‎Sistem Peradilan  
Pidana  di  Indonesia,  ilmu  forensik  sangat  ‎dibutuhkan sebagai  suatu  ilmu  
pengetahuan  dan  teknologi  untuk  ‎memperoleh pembuktian secara ilmiah.2 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan 
secara ‎eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana  yang dianut. ‎Beberapa pasal di 
dalam KUHP sering ‎menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. 
Namun, kedua istilah  tersebut  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  oleh undang-undang 
tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan maupun ‎kealpaan tidak ada keterangan 
lebih lanjut dalam Kitab Undang-‎Undang Hukum Pidana. Kedua kata kata itu sering 
dipakai dalam ‎rumusan delik, seakan-akan sudah pasti tetapi tidak tahu apa 
maknanya. Hal itu seakan-akan tidak menimbulkan keraguan ‎dalam 
pelaksanaannya.‎3 
Jika  dicermati  rumusan pasal-pasal yang  ada  dalam KUHP terutama Buku 
Kedua, tampak dengan jelas disebutkan istilah “kesengajaan” atau “kealpaan”. 
Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana tersebut, antara lain sebagai berikut : 
Dengan  sengaja, misalnya, Pasal  338  KUHP yang berbunyi : 
“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan …” dan seterusnya; 
 
                                                           
2
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, ( Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2002), h. 36 
3
Roeslan  Saleh,  Pikiran-pikiran  Tentang  Pertanggungan  Jawab  Pidana, ( Cet I; Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 1983), h. 33  
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Karena  kealpaan,  misalnya,  Pasal  359  KUHP yang berbunyi : 
“Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam 
dengan pidana …” dan seterusnya. 
Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan 
atau kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum 
dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti Pasal-pasal tersebut 
‎mengandung unsur kesalahan yang  harus  dibuktikan  oleh Pengadilan.  Dengan  
kata  lain,  ‎untuk memidana pelaku selain telah terbukti melakukan tindak pidana, 
maka unsur kesengajaan ‎atau kealpaan juga harus dibuktikan. Di dalam hukum 
pidana, terdapat banyak teori yang dipakai ‎untuk menetapkan hubungan kausal 
secara normatif, akan tetapi bagaimanapun upaya untuk ‎mengukur suatu perbuatan 
dapat ditentukan menjadi sebab dari suatu akibat yang dilarang dan ‎mengingat pula 
kompleksnya keadaan yang telah terjadi di sekitar itu, diperlukan logika objektif 
‎yang telah dicapai oleh ilmu pengetahuan lain. Hakim sebagai penerap hukum 
inconcrito tidak ‎mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang hal itu, sehingga 
diperlukan bantuan ahli yang ‎menguasai ilmu pengetahuan bantu yang mempunyai 
arti penting yaitu ilmu pengetahuan ‎kedokteran.‎4 
Cesare  Lombrosso  ialah  seorang  dokter  yang  menjadi  bapak  angkat  
para  ahli hukum  pidana  dan  kriminologi  yang  meletakkan  dasar  pemikiran  
hubungan  antara hukum   pidana   dan   kejahatan  dengan  memperhatikan  faktor  
“manusia”  pelaku kejahatan. Demikian pula Anselm Von Feuerbach  juga  telah  
                                                           
4 Bambang Poernomo, Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah, (Cet. I; Jakarta:. 
Bina Aksara, 1982), h. 200 
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memperhatikan  faktor “kejiwaan” manusia dalam merumuskan hukum pidana dan 
penerapan sanksi pidana.
5
 
Peneliti berpendapat bahwa aspek-aspek psikologis dan psikiatri diperlukan 
dalam penegakan hukum  serta memberi pegangan bagi setiap Law Enforcement. 
Di dalam Proses Peradilan Pidana untuk membuktikan adanya seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan Visum et Repertum 
Psychiatricum. Dokter Ahli Jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian 
rupa, sehingga merupakan bahan berguna untuk membantu pelaksanaan dalam 
menentukan tanggung jawab kriminal dari seorang terdakwa. Data klinis itu adalah 
pendapat-pendapat di bidang keahliannya. Konklusi  yang kesimpulan pendapat itu 
diambil dalam bidang keahliannya, tetapi tidak selalu dapat memenuhi syarat-syarat 
pembuktian deduktif.
6
 
Konklusi inferential, dapat dipentingkan nilainya jika digunakan guna lebih 
menyempurnakan ‎gambaran tentang terdakwa sebagai manusia. Tanggung jawab 
(responsibility) hendaknya dilihat ‎sebagai sesuatu yang inherent pada kemanusiaan 
(mens-zijn) dan kebebasan (freedom). ‎Bagaimanapun sempurnanya deskripsi 
terdakwa, tanggung jawabnya itu tidak mungkin dihitungkan atau dideduksikan dari 
pada deskripsi itu.
7
 
Mc. Naghten Rule menyatakan bahwa tidak ada tanggung jawab pelaku 
tindak pidana apabila jiwa terganggu, untuk memajukan pembelaan atas dasar 
gangguan jiwa, harus dibuktikan, bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh 
                                                           
5 Bambang Purnomo, Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli Kedokteran 
Jiwa, (Yogyakarta : Bina Aksara, 1984),  h . 18‎ 
6 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, h. 9 
7 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, h. 10 
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terdakwa bertindak dalam keadaan gangguan akal, disebabkan karena penyakit jiwa, 
sehingga ia tidak mengetahui sifat-sifat perbuatan yang dilakukannya, atau sekalipun 
ia tahu, “ia tidak mengetahui bahwa yang diperbuatnya itu adalah salah”. Inilah tes 
tanggung jawab yang didasarkan terutama atas intelek; suatu “right-and-wrong” tes, 
yang mencerminkan suatu pandangan mekanis tentang kepribadian, yaitu bahwa 
intelek adalah fungsi yang menentukan hubungan dengan realitas.
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KUHP menetapkan, bahwa ‎tidak dapat dihukum barangsiapa bertindak dalam 
keadaan gangguan akal, KUHP  itu  memang  menyebut  salah satu ‎kemungkinan 
pembatasan, yang dalam hal ini dapat diperiksa secara medis. ‎Benar dan realistis, 
apabila dokter Ahli Jiwa forensik memberi persaksian ‎mengenai adanya penyakit 
epilepsy, psychosis, otak yang kurang berkembang, dan lain-‎lain. Guna 
dipertimbangkan dalam tuntuan pidana, akan tetapi kita yakin ‎bahwa ini hanya 
merupakan segi terbatas dari dasar penilaian yang selayaknya ‎dalam taraf kemajuan 
ilmu dan kemasyarakatan.
9
 
Secara  umum,  dokter  Ahli  Jiwa  hanya  dapat  berusaha  untuk melayani 
dengan sebaik-‎baiknya tugas yang diamanatkan oleh undang-undang meskipun 
dirasa belum sempurna. ‎Blackman berpendapat, bahwa penggunaan ahli psikiatri 
untuk membantu dalam ‎penetapan  siapa  yang  bersalah,  sudah  lewat  masanya.  
Lebih  pantas  untuk menyerahkan  kepada  juri  dan  hakim  fungsi  penetapan  
kesalahan ‎secara hukum.‎ Pesaksian psikiatri,‎ lebih bermanfaat digunakan untuk 
                                                           
8 Didi  Bachtiar  Lubis,  Peralihan  Dalam  Konsep  Tanggung  Jawab  Kriminil, ([t.t], ‎  
Djiwa Madjalah Psikiatri, 1970), h. 13 
9 Didi  Bachtiar  Lubis,  Peralihan  Dalam  Konsep  Tanggung  Jawab  Kriminil, h. 14 
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menetapkan apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana ‎selanjutnya, 
baik untuk kepentingan dirinya sendiri, maupun untuk ‎melindungi masyarakat.‎ 
Sebenarnya,‎ seringkali dalam‎ praktik, ‎penetapan tanggung jawab, dengan sengaja 
atau tidak sengaja ‎menggunakan suatu konsep operasional.10 
Sebagai contoh ialah pelanggaran dalam keadaan gangguan ‎jiwa . Dalam hal 
ini mungkin sekali suatu hukuman tidak dapat mengubah (memperbaiki) orang itu, 
pengobatan lebih baik dengan cara dijauhkan dari masyarakat dan dapat dilakukan 
dalam Rumah Sakit Jiwa dengan efektif. Hukuman tidak mempunyai deterrent effect 
terhadap orang-orang lain yang mempunyai gangguan atau deviasi yang serupa. 
Apabila masyarakat  yakin  tentang  keadaan  abnormal pelanggar, maka pelaku 
tindak pidana itu, “tidak bertanggungjawab” dalam arti tak ada gunanya dia 
dihukum
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Tindak pidana juga sering kali dikaitkan dengan  persoalan kematangan 
emosional psikologis dan tanggung jawab. Seorang  psikolog,  boleh dikata individu 
mereka yang melakukan tindak pidana adalah  mereka  yang  masih kurang memiliki 
rasa tanggung jawab dalam berperilaku, pemikiran yang kurang matang, dan 
cenderung melakukan perbuatan atas kemauan diri sendiri. Hal ini sangat berbeda 
dengan individu yang bisa mengontrol emosional, yang memiliki rasa tanggung 
jawab dan kecenderungan atas kepentingan umum.
12
  
                                                           
10 Didi  Bachtiar  Lubis,  Peralihan  Dalam  Konsep  Tanggung  Jawab  Kriminil, h. 15 
11
 Didi  Bachtiar  Lubis,  Peralihan  Dalam  Konsep  Tanggung  Jawab  Kriminil, h. 19 
12 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Cet  I; Jakarta : Prenada Media Group, 2003). h. 
13 
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Berkaitan dengan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian ilmiah 
yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai 
Gangguan Kejiwaan”. 
B. Rumusan Masalah 
Di dalam suatu perkara pidana dimana tertuduhnya disangka menderita 
penyakit jiwa atau terganggu jiwanya, misalnya pembunuhan, maka disini penyidik 
mempunyai peran penting dalam melakukan penyidikan kepada pelaku kejahatan 
yang terduga mempunyai penyakit jiwa atau gangguan kejiwaan. Dari hal tersebut, 
maka penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut :  
1. Langkah-langkah apa yang di lakukan oleh Penyidik untuk mengetahui 
pelaku kejahatan mempunyai gangguan kejiwaan ? 
2. Bagaimna proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan mempunyai 
gangguan kejiwaan ? 
C. Pengertian Judul 
Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU 
KEJAHATAN YANG MEMPUNYAI GANGGUAN KEJIWAAN”. Untuk 
memberikan arah yang tepat terhadap ‎masalah yang dibahas, penulis berusaha 
memberikan pengertian kata-kata yang ‎berkaitan dengan judul skripsi ini:‎ 
 Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, 
kegiatan ‎pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data 
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yang ‎dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan 
suatu ‎persoalan.‎13 
 Yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah ‎disahkan 
oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang ‎melanggarnya 
akan mendapatkan sanksi. Yuridis bersifat memaksa ‎dimana seseorang 
harus mematuhinya. Yuridis tidak hanya dalam ‎bentuk tertulis, namun 
kadang aturan ini bisa dalam bentuk lisan.‎14 
 Pelaku atau pembuat (Belanda: dader) adalah orang yang melakukan atau 
orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Di dalam 
hukum pidana berlaku asas “tiada hukuman tanpa kesalahan” (Belanda: 
gaan straf zonder schuld). Asas ini berasal dari keputusan pengadilan 
tinggi Negeri belanda tanggal 14 februari 1916, jadi pelaku dalam 
peristiwa pidana harus orang yang bertanggun jawab atas perbuatannya 
yang salah.
15
 
 Kejahatan secara yuridis formal, adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan 
masyarakat, sifatnya asocial dan melanggar hukum serta undang-undang 
pidana. Di dalam perumusan Pasal-pasal KUHP jelas tercantum : 
Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan 
                                                           
13 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-unikom_d-
i.pdf ‎diakses pada pukul ‎13.24 (20 Juli 2016) 
14 http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/ diakses pada pukul ‎13.30 
(20 Juli 2016) 
15 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), h. 116 
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ketentuan KUHP.
16
 Menurut R. Soesilo, Kejahatan adalah perbuatan atau 
tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan 
masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan 
ketertiban. 
 Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada 
fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang 
menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam 
melaksanakan peran sosial. Penyebab gangguan jiwa itu bermacam-
macam ada yang bersumber dari berhubungan dengan orang lain yang 
tidak memuaskan seperti diperlakukan tidak adil, diperlakukan semena-
mena, cinta tidak terbalas, kehilangan seseorang yang dicintai, 
kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu ada juga gangguan jiwa 
yang disebabkan faktor organik, kelainan saraf dan gangguan pada 
otak.
17
 
 Hukum positif (Ius Constitutum) adalah hukum yang telah ditetapkan 
atau hukum yang berlaku sekarang.
18
 Pada tiap-tiap Negara pasti punya 
peraturan mengenai hukum dan hukum yang diterapkan atau hukum yang 
di pakai itulah yang dinamakan hukum positif. Seperti di Indonesia yang 
saat ini deberlakukannya KUHPidana dan KUHPerdata. Hukum ini 
diterapkan karna hukum ini mampu menangani segala hal kepentingan 
                                                           
16 Kartini Kartono, Patologi social, Edisi II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 
143-144 
17 http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html 
diakses pada pukul 14.09  (20 Juli 2016 ) 
18 Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana 
Media,2014), h. 53 
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yang mencakup status agama, masyarakat, suku bangsa, serta 
kebudayaan tiap-tiap Negara. Hukum positif di Indoonesia memiliki 
aturan-aturan yaitu secara umum dan khusus, yang dimaksud umum 
berarti mencakup mengenai hukum adat istiadat, hukum yurisprudensi, 
serta hukum agama, sedangkan yang dimaksud khusus berarti hukum 
yang berjalan sesuai keputusan Kepala Negara yang menangani 
administrasi di Negara. Kemudian aturan lainnya yaitu penegakan oleh 
pemerintah atau penegakan oleh pengadilan. 
D. Kajian pustaka 
Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai 
sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum 
melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah 
yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian yang memiliki relevansi 
dengan judul penulis, sebagai berikut: 
Dr. Hervey Cleckley, psikiater yang dianggap salah satu peneliti perintis 
tentang Psikopat, menulis dalam bukunya yang berjudul The Mask of Sanity, 
menggambarkan Psikopat sebagai pribadi yang “likeable, charming, intelligent, 
alert, impressive, confidence-inspiring, an a great success with the ledies”, tetapi 
sekaligus juga “irresponsible, self destructive, and the like” yaitu seorang psikopat 
yang memiliki kepribadian yang menyenangkan, menarik, cerdas, berhati-hati, 
mengesankan, kepercayaan-inspiratif, sukses dalam hal persoalan wanita ", tetapi 
Sekaligus juga tidak bertanggung jawab, merusak diri, dan sejenisnya. 
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Demikian pula Dr. Robert Hare, dalam bukunya yang berjudul Without 
Conscience: The disturbing world of the Psychopaths among us“ masih bergelut 
dengan isu yang sama, yaitu kepribadian psikopat yang nampaknya baik hati, tetapi 
sangat merugikan masyarakat. 
Drs. MIF Baihaqi, M.Si dalam bukunya Psikiatri (konsep dasar dan 
gangguan-gangguan), membahas mengenai konsep dasar psikiatri dan berbagai jenis 
gangguan yang tentunya mengganggu kehidupan subjektif seseorang dan 
menghambat hubungan orang itu dengan orang lain disekitarnya. 
Dr. Wahjadi Darmabrata, SpKj, dalam bukunya Psikiatri Forensik, buku ini 
mencoba untuk menjembatani bidang keilmuan hukum dan kedokteran. Dalam buku 
ini dibahas myulai dari konsep dasar psikiatri forensic, visum et repertum 
psychiatrucum dan problematikanya, sampai pedooman surat keterangan ahli 
kedoteran jiwa. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan 
yang ‎ingin dicapai sebagai berikut:‎ 
 Menguraikan dan menjelaskan langkah-langkah apa yang di lakukan oleh 
penyidik untuk menetapkan pelaku kejahatan ‎mempunyai gangguan 
kejiwaan . 
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 Menjelaskan proses hukum pelaku kejahatan setelah ditetapkan 
mempunyai gangguan ‎kejiwaan. 
 
2. Kegunaan Penelitian ‎ 
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam 
pemahaman terkait pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan serta 
peran penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku terduga mempunyai 
gangguan kejiwaan. Penulis juga berharap hasil dari penelitian ini berguna dalam : 
a. Kegunaan ilmiah  
Hasil penelitian ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui seberapa besar  
pengaruh kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana. Hasil penelitian ini  
dimaksudkan  untuk  menambah  pengetahuan  serta  memperbanyak  koleksi 
khazanah keilmuan bagi pembaca.  
b. Kegunaan Praktis  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis khususnya dan 
masyarakat pada umumnya, agar berhati-hati untuk setiap adanya kejahatan dalam 
ruang lingkup setempat. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah 
pembaca dalam memahami pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan 
pada umumnya. 
 
13 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORITIS HUKUM PIDANA, PELAKU DAN  
GANGGUAN JIWA 
A. Tinjauan Tentang Perbuatan Pidana 
1. Pengertian Hukum Pidana 
Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam 
hal sanksinya. Di dalamnya  terdapat ketentuan yang harus dilakukan dan yang tidak 
boleh dilakukan, dan akibatnya. Pertama disebut sebagai norma sedang akibatnya 
dinamakan sanksi. Hal yang membedakan hukum pidana dengan hukum yang 
lainnya, di antaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut 
pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa untuk diambil 
hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana 
kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan 
dijatuhi pidana mati.
19
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu dipergunakan 
sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian strafrecht dari bahasa 
Belanda, dan untuk membedakan dari istilah hukum perdata untuk pengertian 
burgerlijkrecht atau privaatrecht dari bahasa Belanda.
20
 
                                                           
19 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2014), h. 2 
20  Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2014), h 191 
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Pompe, menyatakan bahwa hukum pidana keseluruhan aturan ketentuan 
hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya . 
Apeldoorn, menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti : 
 Hukum Pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana dan yang oleh 
sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua 
bagian. Yaitu : 
a. Bagian Objektif merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan 
dengan hukum pidana positif, sehingga bersifat melawan hukum yang 
menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya. 
b. Bagian subjektif merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku yang 
dipertanggungjawabkan menurut hukum. 
 Hukum Pidana Formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil 
dapat ditegakkan.
21
 
Roeslan Saleh, mengatakan bahwa setiap perbuatan yang oleh masyarakat 
dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan sehingga 
perlu adanya penekanan pada perasaan hukum masyarakat. Oleh karena itu sesuatau 
perbuatan pidana berarti perbuatan yang menghambat atau bertentangan dengan 
tercapainya tatanan dalam pergaulan yang dicita-citakan masyarakat. Sehingga isi 
pokok dari definisi hukum pidana itu dapat disimpulkan sebagai berikut: 
a. Hukum pidana sebagai hukum positif 
                                                           
21 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2014)‎, h. 4 
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b. Substansi hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan pidana dan 
menentukan kesalahan bagi pelakunya.
22
 
Dari penjelasan dan pendapat ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara, yang 
isinya berupa larangan maupun keharusan, sedang bagi pelanggar terhadap larangan 
dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara.  
Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan 
tentang: 
a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu 
yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar 
larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun 
yang lainnya. 
b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi sipelanggar untuk dapat 
dijatuhkannya sanksi pidana. Berisi tentang: 
1) Kesalahn / schuld 
2) Pertanggungjawaban pidana pada diri sipembuat/toerekeningsvadbaarheid. 
Dalam hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa 
kesalahan), artinya seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata 
melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang 
tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 
                                                           
22 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V;Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2014), ‎h. 8 
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KUHP tentang tindak pidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa 
(overmacht), kedua alasan ini termasuk dalam “alasan penghapus pidana”, 
merupakan sebagian dari bab II buku II KUHP.  
c. Tindakan dan upaya yang harus dilakukan Negara melalui aparat hukum 
terhadap tersangka/terdakwa sebagi pelanggar hukum pidana dalam rangka 
menentukan, menjatuhkan, dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya 
serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh terseangka/terdakwa dalam rangka 
mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti 
bergerak (formal) menurut aturan tentang bagiamana Negara harus berbuat 
dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti (materiil).
23
 
Di dalam hukum pidana dikenal juga pristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan 
atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana
24
. R. Tresna, 
menyatakan peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan 
manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau perutaran perundang-
undangan lainnya, terhadap perbuatannya diadakan tindakan penghukuman. Tampak 
dalam rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. 
Selanjutnya beliau menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-
syarat, yaitu : 
1) Harus ada suatu perbuatan manusia 
                                                           
23 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo ‎Persada, 
2014), ‎h‎. 9-10 
24  R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi II (Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2012), h. 175  
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2) Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam suatu ketentuan 
hukum 
3) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus 
dapat dipertanggungjawabkan 
4) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum 
5) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam Undang-
undang. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur 
lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan  dan akibat yang ditimbulkan 
karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dari alam lahir (dunia).
25
 
Menurut Moeljanto yang merupakan unsur atau elemen perbuatan pidana 
adalah
26
: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan) 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana 
d. Unsur melawan hukum yang objektif  
e. Unsur melawan hukum yang subjektif (terletak dalam hati seorang pelaku 
kejahatan itu sendiri) 
                                                           
25 Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana 
Media,2014), h.193 
26 Rahman Syamsuddin, dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia, h. 193-194 
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Begitu pula menurut doktrin yang berkembang, setiap tindaka pidana yang 
terdapat dalam KUHP pada umumnya menyebutkan, unsur-unsur delik atau 
perbuatan pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, yaitu :
27
 . 
a. Unsur objektif. 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada kaitannya 
dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku 
dilakukan. Terdiri dari: 
1). Perbuatan manusia, berupa : 
 Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 
 Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan 
yang mendiamkan atau membiarkan. 
2). Akibat (result) perbuatan manusia 
 Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 
kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, 
kemerdekaan, kehormatan, dsb. 
3). Keadaan-keadaan (circumstances) 
 Pada umumnya keadaan tersebut dibedakan antara lain: 
 a). Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 
 b). Keadaan setelah perbuatan dilakukan. 
4). Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum 
 Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si 
pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu 
                                                           
27 Rahman Syamsuddin dan Ismail, Merajut Hukum di Indonesia, h. 194-195 
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bertentengan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah 
melakukan sesuatu. 
 
b. Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku,atau yang dihubungkan 
dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala Sesutu yang terkandung 
di dalam hatinya, baik itu faktor “kesengajaan” maupun “kealpaan”.  Pada 
umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” tediri dari: 
1) Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn) 
3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (dolus 
evantualis) 
Sedangkan “kealpaan” terdiri dari dua, yakni: 
1). Tak berhati-hati 
2). Dapat menduga akibat perbuatan itu. 
 
3. Subjek Tindak Pidana 
Rumusan tindak pidana dalam buku II dan III KUHP biasanya dimulai 
dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak 
pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancman 
pidana yang dijatuhkan sesuai dengan pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana 
penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, 
20 
 
dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dikenai pada umumnya adalah 
manusia atau  persoon.
28
 
Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah 
orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus suatu badan hukum. 
Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan perlu 
diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap pribadi tidak 
dapat diterpkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi 
pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.
29
  
4. Pertanggungjawaban pidana 
Dalam hukum pidana konsep “pertanggunjawaban” itu merupakan konsep 
sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan 
dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu ajaran 
bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang 
itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not 
make a person quality, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas 
tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu 
ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap 
batin jahat/tersela (mens rea).
30
 
Sementara di dalam KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur 
tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu 
                                                           
28 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi (Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2014)‎, h. 54 
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ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti Pasal 44 KUHP Indonesia, yang masih 
memakai rumusan Pasal 37 lid 1 W.v.S Nederland tahun 1886 yang berbunyi: “Tidak 
dapat dipidana ialah barangsiapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkam kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit 
kemampuann akalanya”. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hal 
pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena 
perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. 
Selanjutnya Chairul Huda menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana karenanya 
menyangkut proses peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada 
pembuatnya.  
Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana 
mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Dari hal dapat 
muncul permasalahn : 
a. Ada atau tidaknya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, anatara lain 
ditentukan oleh indeterminisme dan determinisme
31
. 
Disini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk 
menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktifitas batin manusia 
yang pada gilirinnya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas 
perbuatannya. Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat anatra 
klasik (dan neo-klasik) dengan aliran modern. 
Aliran klasik menganut paham Indeterminisme, yang mengatakan bahwa 
manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak 
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juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan 
pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang 
bebas. 
Sebaliknya aliran modern menganut paham determinisme, dan mengatakan 
bahwa manusia sama sekali tidak dapat menetukan kehendaknya secara bebas. 
Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara 
lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan 
kehendaknya manusia tunduk kepada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor 
penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadipun tunduk kepada 
factor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang 
peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrim beberapa ahli penganut 
determinisme tidak mengakui adanya “ kesalahan” dan karena itu manusia “tidak 
boleh dihukum”.32 
Pada saat ini terjadi kompromi yang dikenal dengan teori modern yang ingin 
melaksanakan jalan tengah, yaitu berpegang kepada paham determinisme, tetapi 
tetap menerima kesalahan sebagai dasar hukum pidana. 
b. Tingkat kemapuan bertanggung jawab; mampu, kurang mampu, atau tidak 
mampu. 
1) Kemampuan Bertanggungjawab 
Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan 
yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindakan pidana lain. Istilahnya 
dalam bahasa Belanda adalah “toerekeningsvatbaar”, tetapi Pompe lebih suka 
menggunakan “toerkenbaar”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari 
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kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban 
menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang 
bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang 
menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan 
hakim menjatuhkan pidana.
33
 
Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya 
mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaanya 
bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-
undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu. 
Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap mampu bertanggungjawab, 
kecuali dinyatakn sebaliknya. Oleh karena itulah, maka perumusan dalam 
Pasal 44 KUHP dinyatakan secara negatif.  
Ketentuan undang-undang tidak memuat tentang apa yang dimaksud 
dengan “tidak mampu bertanggung jawab”, yang ada adalah alasan yang 
terdapat pada pelaku tindak pidana yang mengakibatkan perbuataanya itu 
tidak dapat bertanggungjawab kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan 
pribadi secara biologis, dan dirumuskan dengan perkataan “jiwanya cacat 
dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakitnya”(Pasal 44 
KUHP).
34
 
Masih ada yang perlu dipertanyakan sekarang, yaitu : apakah 
kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur tindak pidana ? 
                                                           
33 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 85 
34 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, h. 87 
24 
 
Simons yang berpandangan monistis mengatakan, bahwa dalam hukum 
positif kemapuan bertanggungjawab tidak dianggap sebagai unsure tindak 
pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat 
menghapuskan pidana seperti tersebut dalam Pasal 58 KUHP yang 
merumuskan : “dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan 
pribadi seseorang menghapuskan, mengurangkan atau memberatkan 
pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu 
yang bersangkutan itu sendiri”. 
Sementara Pompe mengatakan bahwa Mampu bertanggungjawab itu 
bukan unsur tindak pidana. Ini dianggap ada pada sejumlah besar manusia. 
Keadaan yang demikian itu adalah keadaan yang normal, walaupun belum 
jelas benar. Tidak dapat bertanggung jawab seperti yang dirumuskan dalam 
Pasal 44 KUHP itu adalah alasan penghapus pidana. Oleh karena itu, apabilah 
setelah diadakan penyelidikan masih terdapat keragu-raguan, maka pelakunya 
tetap dipidana”. 
Langemeyer  berpendaapat lain lagi, yaitu ada keragu-raguan mengenai 
hal yang tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut, maka putusannya harus 
menguntungkan terdakwa, yaitu tidak dipidana.
35
 
2) Tidak mampu dan kurang mampu bertanggungjawab 
Pasal 44 KUHP merumuskan: “barangsiapa melakukan perbuatan yang 
tidak dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan jiwanya cacat dalam 
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tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelije 
storing), tidak dipidana”. 
Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah 
karena hal-hal tertentu yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau 
terganggu karena penyakit, dan sebagai akibatnya, ia tidak mampu untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Ada dua halyang perlu 
diperhatikan, yaitu : 
 Menentukan bagaimana keadaan jiwa sipelaku; hal ini selayaknya 
ditetapkan oleh seorang ahli, dalam hal ini seorang psikiater, jadi 
ditetapkan secara deskriptif.  
 Menentukan hubungan sebab-akibat anatara keadaan jiwa tersebut 
dengan perbuatannya, penetuan ini oleh seorang hakim, jadi secara 
normatif. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa KUHP kita menempu system 
deskriptif-normatif di dalam menetukan tidak dapatnya seseorang 
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
36
 
Di dalam Pasal 44 (1) KUHP di atas dalam bahasa Belanda dipakai 
istilah “verstandelijke vermogens” yang di dalam bahasa Indonesia berarti 
“kemampuan untuk memahami/berpikir”. Di dalam undang-undang tentang 
psikopat tahun 1925 di Belanda ditentukan bahwa jika menurut peraturan 
perundang-undangan digunakan istilah “verstandelijke vermogens” 
(kemampuan untuk memahami/berpikir dengan akal sehat), maka termasuk 
didalamnya juga “geestvermogens” (kemampuan jiwa). Gangguan terhadap 
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kemampuan tersebut adalah karena “gebrekkige ontwikeling” (pertumbuhan 
terganggu) atau “ziekelijke storing” (gangguan karena penyakit).gangguan ini 
harus merupakan gangguan yang terus-menerus / permanen seperti orang idiot, 
imbesil yang telah ada sejak lahir atau karena penyakit jiwa. Undang-undang 
psikopat tersebut membedakan “psychopath” (orang sakit jiwa) dan 
“krankzinningen” (orang gila). Psikopat keadaannya belum seburuk orang gila. 
Ada beberapa penyakit jiwa yang hanya merupakan gangguan sebagian saja, 
sehingga mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk sebagian yang 
berkaiatan dengan penyakit jiwanya. Penyakit itu antara lain adalah
37
 : 
 Kleptomania : orang yang dihinggapi penyakit jiwa ini tidak dapat 
menahan dorongan mengambil barang orang lain dan tidak menyadari 
bahwa perbuatannya itu dilarang. Biasanya yang diambil adalah barang 
yang tidak berharga. Di bidang lain orang ini adalah orang normal. 
 Nymphomania : orang berpenyakit jiwa demikian ini bila berjumpa 
dengan wanita suka berbuat yang tidak senonoh. 
 Pyromania : penyaki jiwa ini berkecenderungan untuk membakar alasan. 
 Claustrophobia : penyakit jiwa yang berupa ketakutan berada di tempat 
sempit atau gelap. Penderita ini dapat berbuat yang bukan-bukan yang 
terlarang dalam keadaan demikian. 
Tentu saja selayaknya mereka itu hanya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan untuk sebagian yang berkaitan dengan penyakit 
jiwanya.
38
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Tidak dapat dipertanggungjawabkan mengakibatkan tidak dapat dijatuhi 
pidana. Berarti, ketika ditemukan tanda seseorang tidak mampu 
bertanggungjawab dan karenanya  dipandang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, maka proses 
pertanggungjawabannya berhenti sampai di sini. Orang itu hanya dapat 
dikenakan tindakan, tapi tidak dapat dikenakan pidana. Tidak pula perlu 
diperiksa apakah ada salah satu bentuk kesalahan dan alasan penghapus 
kesalahan dalam dirinya.
39
 
5. Alasan Penghapus Pidana 
M.v.T (Memorie Van Toelichting) menyebutkan dua alasan penghapus 
pidana, yaitu
40
 :   
a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seorang yang terletak pada diri 
orang itu (inwendig). 
Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak 
pidana terletak pada diri orang. Soal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP, dan menurut 
pasal ini seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihinggapi oleh suatu 
penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. 
b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak diluar 
orang itu (uitwendig). 
Dalam hal ini, sebab-sebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan 
terhadap perbuatannya itu terletak diluar pelaku, Hal-hal ini diatur dalam : 
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1) Pasal 48 KUHP (overmacht)  
Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh 
sebab paksaan, orang tersebut tidak dihukum. 
2) Pasal 49 KUHP (noodwer) 
(1) Barang siapa yang terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan 
karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan 
hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan 
kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. 
(2) Pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh 
guncangan jiwa hebat karena serangan itu, tidak dipidana. 
3) Pasal 50 KUHP : Menjelaskan undang-undang. 
Orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang, tidak 
dihukum. 
4) Pasal 51 KUHP : Menjalankan perintah jabatan. 
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan 
yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana. 
(2) Perintah jabatan tanpa wenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, 
kecuali yang diperintah, dengan etiket baik mengiranh bahwa perintah 
diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam 
pekerjaannya. 
Demikianlah perbedaan yang terdapat dalam M.v.T mengenai 
strafuitsluitingsgrond.
41
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Doktrin yang membedakan sifat strafuitsluitingsgrond ini dalam : 
a. Alasan menghilangkan kesalahan sipelaku (strafuitsluitingsgrond) atau alasan 
pemaaf, yaitu dalam alasan pemaaf perbuatan si pelaku tetap merupakan 
perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatan si pelaku dapat di maafkan 
oleh karena si pelaku tidak mempunyai kesalahan. Misalnya : sebagai mana 
yang di  atur dalam Pasal 44 KUHP. 
b. Alasan menghilangkan  sifat melawan hukum dari perbuatan si pelaku 
(rechvaardiginsgrond) atau alasan pembenar : dalam alasan pembenar 
perbuatan si pelaku oleh karena hal-hal atau keadaan yang sedemikian rupa, 
bukanlah perbuatan melawan hukum, walaupun telah melawan undang-
undang, perbuatan si pelaku tersebut masih dapat dibenarkan. 
Ketidakjelasan pengaturan dan penerapan, alasan pembenar dan alasan 
pemaaf (justification and excuse) ini, telah mendorong George Flatcher untuk 
mengemukakan teori tentang alasan penghapus pidana, ia mengemukakan bahwa 
dalam hal alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi ketentuan larangan 
sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan  tetapi masih dipertanyakan 
apakah perbuatan itu dapat dibenarkan atau tidak. Sedangkan dalam hal alasan 
pemaaf, perbuatan itu memang memang jelas salah, akan tetapi masih dipertanyakan, 
apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Alasan pembenar 
membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf 
mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya 
yang salah.
42
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Pada umumnya yang termasuk dalam alasan pemaaf dan pembenar adalah : 
a. Alasan pembenar : Pasal 49 (1), 50, 51 (1) KUHP. 
b. Alasan Pemaaf  : Pasal 44 (1), 49 (2), 51 (2) KUHP. 
Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada dua kemungkinan, yaitu 
dapat merupakan alasan pembenar dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.
43
 
Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami 
kelainan atau berpenyakit jiwa, Flechter mengemukakan bahwa ada hubungannya 
dengan teori manfaat (utilitarian) dari hukuman. Dalam ini Flechter mngajukan suatu 
teoru yaitu “theory of pointless Punishment” ; teori hukuman yang tidak perlu. 
Dalam teori ini ia mengemukakan pendapatnya tentang perbuatan yang terjadi yang 
dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya. Jadi dalam hal pelakunya yang sakit 
jiwa, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk menghukum, menjatuhkan pidana 
terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang 
dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu 
tanpa disadarinya.
44
 
 
B. Tinjauan Tentang Pelaku Dalam Pidana 
Pelaku Intelektual (Intellectual Dader) 
 Pelaku intelektual (intelectual dader), merupakan pelaku tindak pidana 
secara ‎umumnya ‎tetapi dilakukan oleh kalangan profesi atau orang yang 
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berpendidikan ‎dan menggunakan ‎intelektualnya dalam melakukan tindak pidana. 
Intelektual ‎adalah orang yang ‎menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, 
belajar, ‎membayangkan, menggagas, atau ‎menyoal dan menjawab persoalan 
tentang ‎berbagai gagasan. Pelaku tindak pidana adalah ‎orang yang melakukan 
tindak ‎pidana. Pelaku tindak pidana merupakan orang yang ‎mampu 
dipertanggung ‎jawabkan secara pidana.‎ Tentang dapat 
dipertanggungjawabkan ‎tersebut ‎dibedakan  antara ontoerekeningsvatbaarheid dan 
ontoerekeningsbaarheid.‎ ‎ 
 Ontoerekeningsvatbaarheid adalah orang yang melakukan suatu perbuatan 
karena ‎suatu hal tidak ‎dapat dipertanggungjawabkan tehadap perbuatannya. 
Dalam ‎hal ini, tidak dapat ‎dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan 
orangnya. ‎Doktrin menyebut dengan istilah ‎Strafuitsluitingsgroung. Misalnya, 
seperti ‎ketentuan dalam  Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:‎ 
‎“Tidak dapat di hukum barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak 
dapat ‎dipertanggungjawabkan padanya oleh karena pertumbuhan akal sehatnya 
yang ‎tidak sempurna, atau ‎karena gangguan penyakit pada kemampuan akal 
sehatnya”45 ‎ 
Ontoerekeningsbaarheid adalah perbuatannya yang tidak dapat atau bisa 
untuk ‎dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. ‎Dalam hal ini,‎ tidak dapat 
dipertanggung jawabkan ‎kepada pelakunya.‎ Dalam hal ini,‎ tidak 
dapat ‎dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan ‎perbuatannya. Doktrin 
menyebut ‎dengan istilah rechtsvaardigingsgrond. Misalnya:‎ 
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1) Pasal  48  KUHP  yang  berbunyi:  “Tiada  boleh  dihukum  barang  siapa 
melakukan perbuatan karena ‎terdorong oleh suatu sebab yang memaksa”.‎ 
2) Pasal  50  KUHP  yang  berbunyi:  “Tidak  boleh  dihukum  barang  
siapamelakukan perbuatan untuk ‎menjalankan undang-undang”.‎46 
Berdasarkan hal tersebut seseorang yang dapat di pidana haruslah seseorang 
yang ‎mampu ‎bertanggung jawab dan adanya kesalahan, serta tidak ada alasan 
pembenar ‎dan pemaaf atas ‎perbuatannya tersebut.   Pertanggungjawaban   pidana   
atau ‎kesalahan menurut hukum pidana, ‎terdiri atas tiga syarat yaitu:‎ 
1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan 
dari ‎pembuat.‎ 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang ‎berhubungan 
dengan ‎kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati- ‎hati atau lalai.‎ 
3. Tidak‎ ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan ‎pertanggung 
jawaban pidana bagi si ‎pembuat.‎47 
 Pelaku intelektual (Intelectual Dader) yang dimaksud ‎dalam permasalahan ‎ 
ini adalah ‎tindak pidana ‎(mampu bertanggung jawab, ‎adanya kesalahan, dan tidak 
ada alasan ‎pemaaf/pembenar) yang ‎dilakukan oleh ‎kalangan profesi atau 
kalangan ‎intelektual/terpelajar ‎‏. Pelaku yang mempunyai ‎gangguan kejiwaan tidak 
dapat ‎‏digolongkam sebagai intelectual dader karena pelaku 
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tersebut ‎berdasarkan ‎‏keadaannya dianggap tidak dapat/mampu untuk 
mempertanggungjawabkan ‎‏perbuatannya.‎‏ 
C. Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa 
1. Pengertian Gangguan Jiwa 
Sebelum lebih jauh membahas gangguan jiwa, terlebih dahulu perlu diketahui 
tentang kesehatan jiwa, Kesehatan jiwa adalah bebas dari gejala-gejala penyakit jiwa 
dan gangguan kejiwaan. Pengertian ini banyak dipakai dalam lapangan kedokteran 
jiwa (Psikiatri). 
Apabila pengertian ini kita analisa, maka akan kita dapati bahwa pengertian 
tersebut adalah pengertian yang sempit dan terbatas, karena ia tergantung kepada 
keadaan pasif atau menidakkan. Apabila pengertian kesehatan jiwa dibatasi keadaan 
sunyinya orang dari gejala penyakit jiwa atau gangguan kejiwaan, ini hanya satu segi 
saja dari kesehatan jiwa; maka orang-orang yang dikuasai oleh ketakutan-ketakutan 
dan was-was, atau orang-orang yang dihinggapi oleh rasa besar yang semu atau 
tuduhan palsu; maka orang-orang seperti itu dalam pandangan kesehatan jiwa tidak 
termasuk orang yang sehat; karena yang pertama menderita gejala gangguan 
kejiwaan yang terkenal dengan nama “phobia” sedangkan yang kedua menderita 
gejala penyakit penyakit jiwa yang terkenal dengan “paraudia”.48 
Pengertian kesehatan jiwa selanjutnya adalah cara aktif, luas, lengkap tidak 
terbatas; ia berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan 
dirinya sendiri dan dengan masyarakat lingkungannya, hal itu membawanya kepada 
                                                           
48  Musthafa Fahmi, Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, (Cet. I; 
Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 21 
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kehidupan yang sunyi dari kegoncangan, penuh vitalitas. Dia dapat menerima dirinya 
dan tidak terdapat padanya tanda-tanda yang menunjukakan ketidak serasian sosial, 
dia juga tidak melakukan hal-hal yang tidak wajar, akan tetapi ia berkelakuan wajar 
yang menunjukkan kestabialan jiwa, emosi dan pikiran dalam berbagai lapangan dan 
di bawah pengaruh semua keadaan.
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Gangguan jiwa adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan 
jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, 
perilaku, dan persepsi (penangkapan panca indera). Gangguan jiwa ini menimbulkan 
stress dan penderitaan bagi penderita dan keluarganya. Gangguan jiwa dapat 
mengenai setiap orang, tanpa mengenal umur, ras, agama, maupun status sosial dan 
ekonomi. Banyak tokoh jenius yang mengalami gangguan kejiwaan, seperti Abraham 
Lincoln yang mengalami Depression, Michaelangelo mengalami Autism, Ludwig 
von Beethoven mengalami Bipolar Disorder, Charles Darwin mengalami 
Agoraphobia, Leo Tolstoy mengalami Depression. Gangguan jiwa bukan disebabkan 
oleh kelemahan pribadi. Di masyarakat banyak beredar kepercayaan atau mitos yang 
salah mengenai gangguan jiwa, ada yang percaya bahwa gangguan jiwa disebabkan 
oleh gangguan roh jahat, ada yang menuduh bahwa itu akibat guna-guna, karena 
kutukan atau hukuman atas dosanya. Kepercayaan yang salah ini hanya akan 
merugikan penderita dan keluarganya karena pengidap gangguan jiwa tidak 
mendapat pengobatan secara cepat dan tepat . 
Gangguan jiwa menurut Depkes RI (2000) adalah suatu perubahan pada 
fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa, yang 
                                                           
49 Musthafa Fahmi, Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat, h. 21-22 
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menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan 
peran sosial. Penyebab gangguan jiwa itu bermacam-macam ada yang bersumber 
dari berhubungan dengan orang lain yang tidak memuaskan seperti diperlakukan 
tidak adil, diperlakukan semena-mena, cinta tidak terbalas, kehilangan seseorang 
yang dicintai, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu ada juga gangguan jiwa 
yang disebabkan faktor organik, kelainan saraf dan gangguan pada otak. Jiwa atau 
mental yang sehat tidak hanya berarti bebas dari gangguan. Seseorang bisa dikatakan 
jiwanya sehat jika ia bisa dan mampu untuk menikmati hidup, punya keseimbangan 
antara aktivitas kehidupannya, mampu menangani masalah secara sehat, serta 
berperilaku normal dan wajar, sesuai dengan tempat atau budaya dimana dia berada. 
Orang yang jiwanya sehat juga mampu mengekpresikan emosinya secara baik dan 
mampu beradaptasi dengan lingkungannya, sesuai dengan kebutuhan. 
Secara lebih rinci, gangguan jiwa bisa dimaknai sebagai suatu kondisi medis  
terdapat suatu gejala atau terjadinya gangguan patofisiologis yang mengganggu 
kehidupan sosial, akademis dan pekerjaan. Gangguan tersebut bisa berbentuk apa 
saja yang beresiko terhadap pribadi seseorang dan lingkungan sekitarnya. Contoh 
ekstrim yang sering kita lihat dari gangguan jiwa ini adalah mereka yang menderita 
skizophrenia. Mereka sering bicara sendiri, tertawa sendiri, cepat tersinggung atau 
marah sehingga tidak bisa ikut dalam kegiatan sosial. Contoh gangguan jiwa ringan 
yang sebenarnya banyak terjadi, namun sering dianggap masalah sepele adalah 
phobia. Takut ketinggian atau acrophobia misalnya, sebenarnya masalah sepele, 
namun akan berdampak negatif apabila si penderita diharuskan untuk bekerja di 
tempat yang tinggi. Misal si penderita menjadi pegawai di sebuah perusahaan yang 
kantornya ada di lantai 8 sebuah gedung. Ada penderita phobia yang harus rela 
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kehilangan pekerjaan yang sebenarnya sangat ia impikan karena masalah seperti tadi. 
Kasus seperti ini juga contoh dari efek negatif  gangguan jiwa terhadap diri sendiri. 
Mereka yang menderita gangguan jiwa berat seperti depresi sudah pasti 
menghadapi perkara hidup yang lebih sulit dibandingkan orang yang masih normal. 
Orang depresi bisa saja kehilangan pekerjaan, diejek, diintimidasi, dihina, yang 
berakhir pada kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan harta, kehilangan keluarga 
bahkan banyak yang kehilangan nyawanya karena bunuh diri. Untuk mengetahui 
apakah seseorang punya masalah kejiwaan, bisa dimulai dengan bertanya “apakah 
saya hidup normal seperti orang di lingkungan saya, apa ada perilaku saya yang 
menyimpang, merusak, atau merugikan diri sendiri dan orang lain?”. Diagnosa 
gangguan jiwa oleh dokter juga umumnya berdasarkan wawancara dengan pasien 
dan keluarganya. Beberapa negara maju juga telah memasukkan serangkaian 
pemeriksaan otak (scan) dan pemeriksaan zat kimia tubuh untuk memberikan 
diagnosa gangguan jiwa. 
2. Penyabab Gangguan Kejiwaan 
Pertama, Faktor Organobiologi seperti faktor keturunan (genetik), adanya 
ketidakseimbangan zat-zat neurokimia di dalam otak. Kedua, Faktor Psikologis 
seperti adanya mood yang labil, rasa cemas berlebihan, gangguan persepsi yang 
ditangkap oleh panca indera kita (halusinasi). Dan yang ketiga adalah Faktor 
Lingkungan (Sosial) baik itu di lingkungan terdekat kita (keluarga) maupun yang ada 
di luar lingkungan keluarga seperti lingkungan kerja, sekolah, dll. Biasanya 
gangguan tidak terdapat penyebab tunggal, akan tetapi beberapa penyebab sekaligus 
dari berbagai unsur itu yang saling mempengaruhi atau kebetulan terjadi bersamaan, 
lalu timbulah gangguan badan atau pun jiwa. 
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3. Jenis/Macam Gangguan Jiwa 
Gangguan jiwa artinya bahwa yang menonjol ialah gejala-gejala yang 
psikologik dari unsur psikis. Macam-macam gangguan jiwa antara lain Gangguan 
jiwa organik dan simtomatik, skizofrenia, gangguan skizotipal dan gangguan waham, 
gangguan suasana perasaan, gangguan neurotik, gangguan somatoform, sindrom 
perilaku yang berhubungan dengan gangguan fisiologis dan faktor fisik, Gangguan 
kepribadian dan perilaku masa dewasa, retardasi mental, gangguan perkembangan 
psikologis, gangguan perilaku dan emosional dengan onset masa kanak dan remaja. 
Berikut penjelasannya :
50
 
a. Skizofrenia 
Merupakan bentuk psikosa fungsional paling berat, dan menimbulkan 
disorganisasi personalitas yang terbesar. Skizofrenia juga merupakan suatu bentuk 
psikosa yang sering dijumpai dimana-mana sejak dahulu kala. Meskipun demikian 
pengetahuan kita tentang sebab-musabab dan patogenisanya sangat kurang. Dalam 
kasus berat, klien tidak mempunyai kontak dengan realitas, sehingga pemikiran dan 
perilakunya abnormal. Perjalanan penyakit ini secara bertahap akan menuju kearah 
kronisitas, tetapi sekali-kali bisa timbul serangan. Jarang bisa terjadi pemulihan 
sempurna dengan spontan dan jika tidak diobati biasanya berakhir dengan 
personalitas yang rusak ” cacat ”. 
 
                                                           
50 MIF Baihaqi, dkk, PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan,(Cet.II, Jakarta: 
PT Refika ‎Aditama, 2007),‎ h.63 
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b. Depresi 
Merupakan satu masa terganggunya fungsi manusia yang berkaitan dengan 
alam perasaan yang sedih dan gejala penyertanya, termasuk perubahan pada pola 
tidur dan nafsu makan, psikomotor, konsentrasi, kelelahan, rasa putus asa dan tak 
berdaya, serta gagasan bunuh diri. Depresi juga dapat diartikan sebagai salah satu 
bentuk gangguan kejiwaan pada alam perasaan yang ditandai dengan kemurungan, 
keleluasaan, ketiadaan gairah hidup, perasaan tidak berguna, putus asa dan lain 
sebagainya.  
Depresi adalah suatu perasaan sedih dan yang berhubungan dengan 
penderitaan. Dapat berupa serangan yang ditujukan pada diri sendiri atau perasaan 
marah yang mendalam. Depresi adalah gangguan patologis terhadap mood 
mempunyai karakteristik berupa bermacam-macam perasaan, sikap dan kepercayaan 
bahwa seseorang hidup menyendiri, pesimis, putus asa, ketidakberdayaan, harga diri 
rendah, bersalah, harapan yang negatif dan takut pada bahaya yang akan datang. 
Depresi menyerupai kesedihan yang merupakan perasaan normal yang muncul 
sebagai akibat dari situasi tertentu misalnya kematian orang yang dicintai.  
Sebagai ganti rasa ketidaktahuan akan kehilangan seseorang akan menolak 
kehilangan dan menunjukkan kesedihan dengan tanda depresi. Individu yang 
menderita suasana perasaan (mood) yang depresi biasanya akan kehilangan minat 
dan kegembiraan, dan berkurangnya energi yang menuju keadaan mudah lelah dan 
berkurangnya aktifitas. Depresi dianggap normal terhadap banyak stress kehidupan 
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dan abnormal hanya jika ia tidak sebanding dengan peristiwa penyebabnya dan terus 
berlangsung sampai titik dimana sebagian besar orang mulai pulih. 
c. Kecemasan 
Sebagai pengalaman psikis yang biasa dan wajar, yang pernah dialami oleh 
setiap orang dalam rangka memacu individu untuk mengatasi masalah yang dihadapi 
sebaik-baiknya. Suatu keadaan seseorang merasa khawatir dan takut sebagai bentuk 
reaksi dari ancaman yang tidak spesifik. Penyebab maupun sumbernya biasa tidak 
diketahui atau tidak dikenali. Intensitas kecemasan dibedakan dari kecemasan tingkat 
ringan sampai tingkat berat. Menurut Sundeen mengidentifikasi rentang respon 
kecemasan ke dalam empat tingkatan yang meliputi, kecemasan ringan, sedang, berat 
dan kecemasan panik.
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d. Gangguan Kepribadian 
Klinik menunjukkan bahwa gejala-gejala gangguan kepribadian (psikopatia) 
dan gejala-gejala nerosa berbentuk hampir sama pada orang-orang dengan 
intelegensi tinggi ataupun rendah. Jadi boleh dikatakan bahwa gangguan kepribadian, 
nerosa dan gangguan intelegensi sebagaian besar tidak tergantung pada satu dan lain 
atau tidak berkorelasi. Klasifikasi gangguan kepribadian : kepribadian paranoid, 
kepribadian afektif atau siklotemik, kepribadian skizoid, kepribadian axplosif, 
kepribadian anankastik atau obsesif-konpulsif, kepribadian histerik, kepribadian 
astenik, kepribadian anti sosial, Kepribadian pasif agresif, kepribadian inadequate.  
                                                           
51 MIF Baihaqi, dkk, PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan,(Cet.II, Jakarta: 
PT Refika Aditama, 2007), h.114 
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e. Gangguan Mental Organik 
Merupakan gangguan jiwa yang psikotik atau non-psikotik yang disebabkan 
oleh gangguan fungsi jaringan otak. Gangguan fungsi jaringan otak ini dapat 
disebabkan oleh penyakit badaniah yang terutama mengenai otak atau yang terutama 
di luar otak. Bila bagian otak yang terganggu itu luas, maka gangguan dasar 
mengenai fungsi mental sama saja, tidak tergantung pada penyakit yang 
menyebabkannya bila hanya bagian otak dengan fungsi tertentu saja yang terganggu, 
maka lokasi inilah yang menentukan gejala dan sindroma, bukan penyakit yang 
menyebabkannya. Pembagian menjadi psikotik dan tidak psikotik lebih menunjukkan 
kepada berat gangguan otak pada suatu penyakit tertentu dari pada pembagian akut 
dan menahun. 
f. Gangguan Psikosomatik 
Merupakan komponen psikologik yang diikuti gangguan fungsi badaniah. 
Sering terjadi perkembangan neurotik yang memperlihatkan sebagian besar atau 
semata-mata karena gangguan fungsi alat-alat tubuh yang dikuasai oleh susunan 
saraf vegetatif. Gangguan psikosomatik dapat disamakan dengan apa yang 
dinamakan dahulu neurosa organ. Karena biasanya hanya fungsi faaliah yang 
terganggu, maka sering disebut juga gangguan psikofisiologik. 
g. Retardasi Mental 
Retardasi mental merupakan keadaan perkembangan jiwa yang terhenti atau 
tidak lengkap, yang terutama ditandai oleh terjadinya rendahnya daya keterampilan 
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selama masa perkembangan, sehingga berpengaruh pada tingkat kecerdasan secara 
menyeluruh, misalnya kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial. 
h. Gangguan Perilaku Masa Anak dan Remaja 
Anak dengan gangguan perilaku menunjukkan perilaku yang tidak sesuai 
dengan permintaan, kebiasaan atau norma-norma masyarakat. Anak dengan 
gangguan perilaku dapat menimbulkan kesukaran dalam asuhan dan pendidikan. 
Gangguan perilaku mungkin berasal dari anak atau mungkin dari lingkungannya, 
akan tetapi akhirnya kedua faktor ini saling mempengaruhi. Diketahui bahwa ciri dan 
bentuk anggota tubuh serta sifat kepribadian yang umum dapat diturunkan dari orang 
tua kepada anaknya. Pada gangguan otak seperti trauma kepala, ensepalitis, 
neoplasma dapat mengakibatkan perubahan kepribadian. Faktor lingkungan juga 
dapat mempengaruhi perilaku anak, dan sering lebih menentukan oleh karena 
lingkungan itu dapat diubah, maka dengan demikian gangguan perilaku itu dapat 
dipengaruhi atau dicegah. 
4. Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa 
a. Alam perasaan (affect) tumpul dan mendatar. Gambaran alam perasaan ini 
dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi. 
b. Menarik diri atau mengasingkan diri (withdrawn). Tidak mau bergaul atau 
kontak dengan orang lain, suka melamun (day dreaming). 
c. Delusi atau Waham yaitu keyakinan yang tidak rasional (tidak masuk akal) 
meskipun telah dibuktikan secara obyektif bahwa keyakinannya itu tidak 
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rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya. Sering 
berpikir/melamun yang tidak biasa (delusi). 
d. Halusinasi yaitu pengalaman panca indra tanpa ada rangsangan misalnya 
penderita mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya padahal 
tidak ada sumber dari suara/bisikan itu. 
e. Merasa depresi, sedih atau stress tingkat tinggi secara terus-menerus. 
f. Kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari walaupun 
pekerjaan tersebut telah dijalani selama bertahun-tahun. 
g. Paranoid (cemas/takut) pada hal-hal biasa yang bagi orang normal tidak perlu 
ditakuti atau dicemaskan. 
h. Suka menggunakan obat hanya demi kesenangan. 
i.  Memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. 
j. Terjadi perubahan diri yang cukup berarti. 
k. Memiliki emosi atau perasaan yang mudah berubah-ubah. 
l. Terjadi perubahan pola makan yang tidak seperti biasanya. 
m. Pola tidur terjadi perubahan tidak seperti biasa. 
n. Kekacauan alam pikir yaitu yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, 
misalnya bicaranya kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya. 
o. Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan 
semangat dan gembira berlebihan. 
p. Kontak emosional amat miskin, sukar diajak bicara, pendiam. 
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q. Sulit dalam berpikir abstrak. 
r. Tidak ada atau kehilangan kehendak (avalition), tidak ada inisiatif, tidak ada 
upaya/usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa dan 
serba malas dan selalu terlihat sedih.
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5. Gangguan Jiwa Dalam Hukum Islam  
Di dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam sanadnya 
Rasulullah SAW bersabda :
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عفر‏ملقلا‏هع‏ةثلاث‏هع‏مئانلا‏ىتح‏،ظقيتسي‏هعو‏يبصلا‏ىتح‏،غلبي‏هعو‏نونجملا‏ىتح‏لقعي  
 
Artinya : Diangkat pena dari tiga golongan, : Dari orang tidur hingga ia 
bangun dari tidurnya, anak kecil hingga ia baligh atau dewasa, dan orang gila sampai 
ia berakal.  
 
Maksud dari hadist di atas adalah tidak dicatat dosa, perbuatan yang mesti di 
pertanggungjawabkan terhadap 3 golongan tersebut. Selama seserang mengalami 
ketiga kategori sebagaimana yang termaktub dalam hadist tersebut, maka selama itu 
pula ia terhindar dari pertanggungjawaban perbuatannya. 
Kemudian hadist Abu Daud no. 3823 diceritakan bahwa, pada suatu ketika 
didatangkan kepada Umar seorang wanita gila yang berbuat zina, Umar lalu 
minta ‎masukan pendapat kepada orang-orang. Kemudian ia memerintahkan agar 
wanita itu ‎dirajam. Wanita itu lalu dibawa melewati Ali bin Abu Thalib , ia bertanya, 
"Ada apa dengan wanita ini?" orang-orang menjawab, ‎"Wanita gila dari bani fulan, 
ia telah berbuat zina. Dan Umar memerintahkan agar ia ‎dirajam saja." (Ibnu Abbas 
berkata), "Ali kemudian berkata, "Bawalah ia kembali." Ali ‎lantas mendatangi Umar 
                                                           
52  Paul Patrick, “Saya Cinta Psikologi”, Blog Paul Patrick. http://sayacintapsikologi. 
blogspot.co.id/2014/02/ definisi-penyebab-jenis-tanda-dan.html (20 Oktober 2016).  
53Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir 3514, Sunan at-Tirmidzi (II/102/693). 
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dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau ‎tahu bahwa pena pencatat 
amal itu diangkat dari tiga golongan manusia; orang gila ‎hingga ia sembuh, orang 
tidur hingga ia terbangun dan anak kecil hingga ia balig?" ‎Umar menjawab, "Tentu." 
Ali bertanya lagi, "Lalu kenapa wanita ini dirajam?" Umar ‎menjawab, "Tidak apa-
apa." Ali berkata, "Lepaskanlah ia." Ibnu Abbas berkata, ‎"Umar kemudian 
membebaskan wanita tersebut. Lalu Umar pun bertakbir." 
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Hukum bagi pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan jiwa sudah ada 
‏sejak zaman Rasulullah SAW, inilah yang menjadi dasar hukum yang kemudian 
‏diterapkan oleh para sahabat Rasulullah saw. Tersebut tdak jauh beda dengan hukum 
‏atau aturan yang digunakan di Indonesia, yang tertera dalam Pasal 44 KUHP.‏ 
 
 
 
  
                                                           
54 http://tafsirq.com/hadits/abu-daud/3823, diakses pada pukul 11.38 (13 April 2017) 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan 
melakukan pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi 
dengan orang-orang di tempat penelitian 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang kemudian penulis pilih adalah POLRESTABES 
MAKASSAR Jl. Ahmad Yani. Dipilihnya lokasi ini oleh penulis selain karena 
lokasinya yang mudah dijangkau oleh penulis, juga karena berdasarkan rumusan 
masalah yang bertitik fokus pada pelaksanaan tugas penyidik dalam melakukan 
penyidikan terhadap pelaku kejahatan yang diduga mempunyai penyakit/gangguan 
kejiwaan. 
B. Metode Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. 
1. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 
bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-
asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, 
yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 
dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
45 
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2. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang 
ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan 
pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan 
pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder yaitu data yang diambil dari perundang-undangan, KUHP, 
buku-buku, jurnal-jurnal hukum,serta sumber lain yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data penelitian ini diperoleh 
dengan bergaicara yaitu: 
1. Wawancara yaitu Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung.
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2. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 
gejala yang diteliti.
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3. Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-
dokumen.
57
 
 
                                                           
55Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 
h.58 
56Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h.54 
57Husaini Usman dkk, Metode Penelitian Sosial, h.73 
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E. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
1. Pengolahan Data ‎ 
Setelah data terkumpul baik yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi 
dokumentasi maupun yang ‎diperoleh melalui studi lapangan, maka diolah dengan 
cara berikut : ‎ 
a. Editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti kembali mengenai  
kelengkapannya, ‎kejelasannya, dan kebenarannya, sehingga terhindar dari  
kekurangan dan kesalahan. ‎ 
b. Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap 
pokok bahasan ‎secara sistematis.   ‎ 
2.  Analisis Data   ‎ 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya  
menguraikan data yang ‎diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat  
(deskritif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik ‎tolak dari analisis empiris,  
yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. ‎Berdasarkan  hasil 
analisis ditarik kesimpulan secara dedukatif, yaitu cara berpikir yang  
didasarkan ‎pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu  
kesimpulan bersifat khusus.‎ 
 
 
. 
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BAB IV 
PENYIDIKAN PELAKU KEJAHATAN YANG MEMPUNYAI GANGGUAN 
KEJIWAAN DAN PROSES HUKUM SETELAH DITETAPKAN 
MEMPUNYAI GANGGUAN KEJIWAAN 
A. Langkah-Langkah yang Dilakukan Oleh Penyidik untuk Mengetahui 
Pelaku Kejehatan Mempunyai Gangguan Kejiwaan 
Dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana) 
Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai 
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 
melakukan penyidikan. Selanjutnya penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 
KUHAP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut 
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 
yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya. 
Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik terhadap pelaku 
tindak pidana dalah sebagai berikut:
58
 
1. Pemanggilan tersangka dan saksi.  
Pemanggilan tersangka dan saksi sebagai salah satu kegiatan penindakan dalam 
rangka penyidikan tindak pidana, dimaksudkan untuk menghadirkan tersangka atau 
saksi kedepan penyidik/penyidik pembantu guna diadakan pemeriksaan dalam 
                                                           
58 http://www.suduthukum.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-penyidik.htm, diakses 
pada pukul 22.07 (06 April) 
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rangka memproleh keterangan-keterangan dan petunjuk mengenai tindak pidana 
yang terjadi. Pada hakekatnya pemanggilan tersangka dan saksi sudah membatasi 
kebebasan seseorang selaras dengan asas perlindungan dan jaminan hak asasi 
manusia yang diatur dalam KUHAP maka pelaksanaan pemanggilan wajib 
menjunjung tinggi hukum yang berlaku. 
2. Penangkapan 
Suatu penangkapan hanya dapat dikenakan kepada seseorang yang berdasarkan 
bukti permulaan yang cukup telah disangka melakukan tindak pidana. Dengan kata 
lain, penangkapan hanya dikenakan terhadap seseorang yang berdasarkan bukti 
permulaan yang cukup diduga telah melakukan tindak pidana. Dalam penjelasan 
Pasal 17 KUHAP, dikemukakan bahwa : 
 “yang dimaksud bukti permulaan yang cukup, ialah bukti permulaan untuk menduga 
adanya tindak pidana”. 
3. Penahanan 
Untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana, penyidik atau penyidik 
pembantu atas perintah penyidik dapat melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (I) jo 
Pasal 11 KUHAP). Penahanan yang dilakukan penyidik sebagaimana yang dimaksud 
Pasal 20 (I) KUHAP, berlaku paling lama 20 hari (Pasal 24 ayat (I) KUHAP), jangka 
waktu 20 hari tersebut guna kepentingan pemeriksa yang belum selesai dapat 
diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari (Pasal 
24 ayat (2) KUHAP).  
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Pada Pasal 21 ayat (4) KUHAP, ditentukan bahwa penahanan hanya dapat 
dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana, atau 
percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal : 
 Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih 
  Tindak pidana tersebut bagaimana diuraikan satu persatu dalam Pasal 21 ayat 
(4) huruf b KUHAP 
4. Penggeledahan 
KUHAP mengenal tiga bentuk penggeledahan, yakni penggeledahan rumah, 
penggeledahan badan dan penggeledahan pakaian, KUHAP hanya memberikan 
kewenangan untuk melakukan pengeledahan hanya kepada para penyelidik atas 
perintah penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 5ayat (1) huruf b butir 1, kepada 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAP. 
Pasal 44 KUHP merumuskan: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak 
dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau 
terganggu karena penyakit, tidak dipidana‎. 
Menurut pasal tersebut, maka hal tidak mampu bertanggungjawab adalah ‎karena 
hal-hal tertentu ‎yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau ‎terganggu karena 
penyakit, dan sebagai ‎akibatnya, ia tidak mampu untuk ‎mempertanggungjawabkan 
perbuatannya itu‎ ‏. Maka untuk ‏mengetahui keadaan tersebut, penyidik melakukan 
beberapa langkah sebagai berikut:”59 
 
                                                           
59  Bripka Hamzah (36 tahun), Penyidik POLRESTABES Makassar, Wawancara, 
Makassar, 3 April 2017 
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1. Wawancara 
Wawancara merupakan tahap pemeriksaan dalam penyidikan, diamana 
pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan 
keidentikan tersangaka atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur 
tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan barang bukti 
didalam tindak pidana tersebut jadi jelas. 
Pelaku kadang dapat diketahui atau hanya sekedar dicurigai mempuanyai 
gangguan kejiwaan yaitu ketika berinteraksi langsung dengannya, seperti berbicara 
empat mata dengan cara tanya-jawab dan dengan memperhatikan gestur tubuhnya. 
“Pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan, dapat diketahui 
ketika dalam proses pemeriksaan yaitu saat diwawancarai, hal-hal atau poin-poin 
yang ditanyakan, mereka memberikan jawaban yang tidak sesuai, melenceng dan 
tidak singkron dengan pertanyaan yang diberikan. Terlihat juga dari tingkahlaku 
yang tidak seperti orang normal pada umumnya. Terlebih lagi jika ada keterangan 
bahwa sebelumnya pernah dirawat di rumah sakit jiwa”60. 
Seseorang yang mempunyai gangguan jiwa, kadang memperlihatkan perilaku 
yang diluar kebiasaan manusia normal pada umumnya. Tanda dan gejala gangguan 
jiwa
61
 
a. Alam perasaan (affect) tumpul dan mendatar. Gambaran alam perasaan ini 
dapat terlihat dari wajahnya yang tidak menunjukkan ekspresi. 
                                                           
60  Bripka Hamzah (36 tahun), Penyidik POLRESTABES Makassar, Wawancara, 
Makassar, 3 April 2017. 
61 http://doktersehat.com/kenali-tanda-dan-gejala-gangguan-jiwa-manusia-di-sekitar-
anda/, diakses pada pukul 23:34 (06 April 2017) 
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b. Menarik diri atau mengasingkan diri (withdrawn). Tidak mau bergaul atau 
kontak dengan orang lain, suka melamun (day dreaming). 
c. Terjadi perubahan diri yang cukup berarti.‎ 
d. Memiliki emosi atau perasaan yang mudah berubah-ubah.‎ 
e. Kekacauan alam pikir yaitu yang dapat dilihat dari isi pembicaraannya, 
misalnya bicaranya ‎kacau sehingga tidak dapat diikuti jalan pikirannya.‎ 
f. Gaduh, gelisah, tidak dapat diam, mondar-mandir, agresif, bicara dengan 
semangat dan gembira ‎berlebihan.‎ 
g. Delusi atau Waham yaitu keyakinan yang tidak rasional (tidak masuk akal) 
meskipun telah dibuktikan secara obyektif bahwa keyakinannya itu tidak 
rasional, namun penderita tetap meyakini kebenarannya. Sering berpikir atau 
melamun yang tidak biasa (delusi). 
h. Halusinasi yaitu pengelaman panca indra tanpa ada rangsangan misalnya 
penderita mendengar suara-suara atau bisikan-bisikan di telinganya padahal 
tidak ada sumber dari suara atau bisikan itu. 
i. Merasa depresi, sedih atau stress tingkat tinggi secara terus-menerus. 
j. Kesulitan untuk melakukan pekerjaan atau tugas sehari-hari walaupun 
pekerjaan tersebut telah dijalani selama bertahun-tahun. 
k. Paranoid (cemas atau takut) pada hal-hal biasa yang bagi orang normal tidak 
perlu ditakuti atau dicemaskan. 
l. Suka menggunakan obat hanya demi kesenangan. 
m. Memiliki pemikiran untuk mengakhiri hidup atau bunuh diri. 
n. Terjadi perubahan pola makan yang tidak seperti biasanya. 
o. Pola tidur terjadi perubahan tidak seperti biasa. 
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p. Kontak emosional amat miskin, sukar diajak bicara, pendiam. 
q. Sulit dalam berpikir abstrak. 
r. Tidak ada atau kehilangan kehendak (avalition), tidak ada inisiatif, tidak ada 
upaya usaha, tidak ada spontanitas, monoton, serta tidak ingin apa-apa dan 
serba malas dan selalu terlihat sedih. 
2. Observasi 
Observasi yang dilakukan oleh penyidik POLRESTABES Makassar yaitu, 
“Pertama dengan melakukan observasi lingkungan. Observasi lingkungan yang 
dimaksud yaitu lingkungan tempat tinggal pelaku. Menanyakan histori pelaku 
kepada keluarga terdekat dan tetangga yang dekat dari tempat tinggal pelaku. Tentu 
keluarga dan tetangga menjadi tempat yang tepat untuk ditanyai bagaimna sosok dan 
kehidupan pelaku, menanyakan tingkah laku dan keadaan jiwa pelaku berdasarkan 
pandangan keseharian mereka kepada pelaku yang diduga mempunyai gangguan 
jiwa”62. 
Setelah observasi lingkungan, kemudian ke dua dengan menyurat ke Rumah 
Sakit Khusus Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang dikenal dengan nama 
Rumah Sakit Dadi, guna memastikan pelaku tersebut benar mempunyai gangguan 
kejiwaan. Hasil dari pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam surat Visum et 
Repertum Psychiatricum, yang dibuat oleh Dokter Forensik Psikiatri 
Visum et repertum psychiatricum adalah hasil pemeriksaan medis yang 
dilakuakan oleh seorang dokter atau sebuah tim dokter dan ditujukan untuk 
                                                           
62 Aiptu Rezki Yospiah (40 tahun), Basubag Hukum Polrestabes Makassar, Wawancara, 
Makassar, 02 Mei 2017. 
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kepentingan peradilan sebagai sarana pembuktian
63
. Visum et Repertum 
Psychiatricum adalah laporan tertulis, yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah 
jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuannya, atas 
permintaan tertulis dari pihak yang berwajib, untuk kepentingan peradilan
64
. Visum 
et repertum psychiatricum pbpkph‎ appup‎ p dt p pa‎ tpaaapa‎ ppbp‎ p aaapu‎ halad‎
aaaal‎d a aaalpa65: 
a. ada tidaknya gangguan jiwa 
b. ada tidaknya hubungan antara gangguan jiwa tersebut dengan perilaku yang 
mengakibatkan ‏peristiwa hukum 
c. bagaimana kemampuan tanggungjawab terperiksa. 
abppaa‎upaa‎t phpl‎d appb ‎p d h a‎uappa‎l a ppaapa‎phk ‎l b la ppa‎p dp‎
(mupiV‎P ‎cPsPm iV‎epeR ue musiV‎)pbpkph 66: 
a. Penyidik (Pasal 120 KUHAP) 
b. Penuntut Umum dalam hal tindak pidana khusu (Pasal 120 dan 284 KUHAP) 
c. Hakim Pengadilan (Pasal 180 KUHAP) 
d. Tersangka atau terdakwa melalui pejabat sesuai tingkatan proses pemeriksaan 
(Pasal 180 ayat 1,2,3 dan 4) 
e. Korban melalui pejabat sesuai dengan tingkatan pemeriksaan (Pasal 65 
KUHAP) 
                                                           
63Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik (Cet.I Jakarta: 
Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003), h. 16 
64Agus Purwadianto, dkk, Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik (Cet.I, Jakarta: Bagian 
Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, 1981), h. 5. 
65 Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 36 
66 Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Visum et Repertum 
Psychiatricum ( Jakarta: [t.p], 1986), h.8 
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f. Penasehat Hukum/ Pengacara melalui pejabat sesuai dengan tingkatan proses 
pemeriksaan (Pasal 80 ayat 1 dan 2 KUHAP). 
Persyaratan untuk kelengkapan pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum, 
selain surat permintaan pembuatan surat Visum et Repertum Psychiatricum, adalah 
berita acara, apabila kelengkapan ini telah dipenuhi maka terdakwa atau tergugat, 
setelah memenuhi persyaratan pearawatan di Rumah sakit dapat dimasukkan 
kedalam ruang perawatan untuk di observasi
67
. 
Direktur fasilitas perawatan gangguan jiwa akan memberi tugas kepada dokter/ 
psikiater untuk membuat visum et repertum psychiatricum, yaitu dokter yang 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut
68
 : 
a. Bekerja pada fasilitas perawatan pasien gangguan jiwa atau bekerja pada 
lembaga khusus untuk pemeriksaan. 
b. Tidak berkepentingan dalam perkara yang bersangkutan. 
c. Tidak ada hubungan keluarga atau terikat hubungan kerja dengan tersangka 
atau korban. 
d. Tidak ada hubungan sengketa dalam perkara lain. 
 
Pemeriksaan untuk pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum merupakan 
pemeriksaan medis umum (internistis) yang akan memeriksa seluruh keadaan fisik 
                                                           
67 Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 36 
68 Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 38 
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terperiksa, dari penampilan umum terperiksa sampai pada pemeriksaan system organ 
seluruhnya meliputi: 
a. Sistem anggota gerak, 
b. Organ pernapasan, 
c. Organ pencernaan, 
d. Organ kemih kelamin, dan 
e. Organ susunan saraf. 
Pemeriksaan neurologis, yaitu pemeriksaan sistem saraf merupakan unsur 
penting dalam pemeriksaan untuk pembuatan Visum et Repertum Psychiatricum 
karena keadaan mental emosional seseorang berhubungan sangat erat dengan kondisi 
otak dan susunan saraf pusat. 
Pemeriksaan psikiatri merupakan rangkaian pemeriksaan yang terdiri dari 
pemeriksaan padafungsi psikomotor, afektif, dan kognitif.
69
 Pemeriksaan fungsi 
psikomotor merupakan usaha penelaahan antara lain tentang: 
a. Kesadaran, 
b. Sikap, 
c. Tingkah laku, 
d. Kontak psikis, dll. 
Sedangkan pemeriksaan afektif merupakan pemeriksaan tentang alam perasaan 
yang antara lain tentang: 
                                                           
69 Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 39. 
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a. Alam prasaan dasar, 
b. Stabilitas emosi, 
c. Ekspresi dan emosional, 
d. Empati, dsb. 
Pemeriksaan kognitif antara lain tentang: 
a. Persepsi dan vgangguan persepsi, 
b. Daya ingat, 
c. Dugaan taraf kecerdasan, 
d. Kemampuan membatasi dan membedakan data, fakta, dan idea (djisebut 
juga discriminative judgement), 
e. Kemampuan menilik diri sendiri, 
f. Ada tidaknya kelainan pada isi pikiran, dan 
g. Keadaan mutu pikiran. 
Pemeriksaan lain yang juga dikerjakan adalah tentang kemungkinan adanya 
kelainan dorongan instingtual, seperti kelainan pada insting agresi atau seksual. 
Walaupun pemeriksaan tersebut diatas relatif banyak dan lengkap, masih sering 
kali diperlukaan pemeriksaan tambahan, seperti evaluasi psikologi, pemeriksaan 
laboratosris, pemeriksaan radiologi, EEG, dan CT Scan.. 
Yang kemudian dapat disimpulkan pada Visum et Repertum Psychiatricum 
adalah
70
: 
                                                           
70 Wahjadi Darmabrata dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, h. 39-40. 
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1. Diagnosis, yaitu ada tidaknya gangguan jiwa pada terperiksa 
2. Kemampuan bertanggungjawab atau kecakapan bertindak dalam lalu lintas 
hukum, yang sebenarnya merupakan istilah hukum, yang oleh pembuat Visum 
et Repertum Psychiatricum dicoba untuk diterjemahkan dan diterapkan dalam 
ringkasan klinis. 
Interpretasi dari kemampuan bertanggung jawab dan kecakapan bertindak dalam 
lalu lintas hukum dapat diuraikan lebih lanjut dalam batasan-batasan sebagai berikut: 
a. Apakah prilaku terperiksa yang melanggar hukum merupakan gejala atau 
bagian dari gangguan jiwanya 
b. Apakah terperiksa mampu memahami nilai tindakannya serta meemahami 
nilai resiko perbuatannya. 
c. Apakah terperiksa mempunyai kebebasan untuk memaksudkan suatu tujuan 
serta mampu mengarahkan kemauan. 
 
B. Proses Hukum Pelaku Kejahatan Setelah Ditetapkan Mempunyai 
Gangguan ‎Kejiwaan 
Setelah melalui proses wawancara dan observasi oleh penyidik, dan pelaku 
kejahatan diketahui dan tetapkan mempunyai gangguan kejiwaan, maka sesuai 
dengan yang diamanatkan dalam pasal 44 KUHP, maka tidak dipidana pelaku 
kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan, yaitu karna jiwanya sakit/cacat atau 
terganggu jiwanya. 
Proses hukum pelaku kejahatan yang dicurigai mempunyai gangguan kejiwaan 
baru dapat jelas diketahui berdasarkan Visum et Repertum Psychiatricum yang dibuat 
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oleh dokter forensik psikiatri atas permintaan penyidik. Dari Visum et Repertum 
Psychiatricum, ada 2 kemungkinan inti hasil pemeriksaan yaitu terbukti mempunyai 
gangguan kejiwaan dan tidak terbukti. 
 
1. Proses Hukum Jika Terbukti Mempunyai gangguan kejiwaan 
“Ketika diketahui sipelaku ternyata betul mempunyai/menderita gangguan 
kejiwaan maka langkah hukumnya, diberhentikan dari segala tuntututan dengan 
diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian penyidikan) dan dibantarkan
71
, akan 
tetapi sebelum dikeluarkannya SP3 tersebut, dilakukan terlebih dahulu gelar perkara 
dengan mengumpulkan para KANIT untuk membahas hal tersebut dan dimintai 
pendapat, jika telah ditemukan kesepakatan untuk diberhentikan penyidikannya, 
maka dikeluarkanlah SP3 dan pelaku dikembalikan ke keluarganya untuk diberi 
pengobatan”72. 
Surat penghentian penyidikan atau biasa disebut SP3 adalah surat ketetapan 
yang dikeluarkan oleh penyidik Polri atau Penyidik PNS, yang menetapkan 
dihentikannya suatu penyidikan perkara pidana. Dengan dihentikannya penyidikan 
berdasarkan SP3 tersebut, maka pada saat itu juga penyidikan yang dilakukan oleh 
penyidik menjadi berhenti, dan dalam hal tersangka ditahan maka wajib segera 
dikeluarkan, serta barang sitaan wajib segera dikembalikan. 
                                                           
71 Bripka Hamzah (36 tahun), Penyidik POLRESTABES Makassar, Wawancara, Makassar, 
3 April 2017 
72 Bripka Hamzah (36 tahun), Penyidik POLRESTABES Makassar, Wawancara,Makassar, 
3 April 2017 
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Kewenangan penyidik untuk menghentikan penyidikan bersumber pada Pasal 
109 ayat (2) KUHAP. Menurut pasal tersebut, penghentian penyidikan dapat 
dilakukan dengan alasan: 
a. Tidak adanya bukti yang cukup 
Dihentikannya penyidikan karena penyidik tidak memperoleh bukti, atau 
memperoleh bukti tapi tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. 
b. Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana 
Hal ini karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang 
disangkakan. 
c. Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum 
Penghentian penyidikan demi hukum dilakukan karena adanya alasan-alasan 
hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana sebagaimana 
diatur dalam KUHP, misalnya Nebis in Idem (Pasal 76 KUHP), pelaku 
meninggal dunnia (Pasal 77 KUHP), dan tindak pidananya telah kadaluwarsa 
(Pasal 78 KUHP). 
 Terlihat jelas bahwa penghentian yang dilakukan oleh Penyidik tidak 
berdasarkan ‎ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP  yang telah mengatur tentang 
penghentian ‎penyidikan diantaranya dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti 
atau peristiwa ‎tersebut ‎ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan 
dihentikan demi ‎hukum. Oleh ‎karenanya apa yang menjadi alasan-alasan Penyidik 
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Reskrim ‎POLRESTABES MAKASSAR perlu kiranya di pertanyakan. Adapun 
alasan-alasan ‎Penyidik tersebut sebagai berikut:73‎ 
1) ‎Kewenangan Penyidik Yang Diberikan KUHAP Pasal 7 ayat (1) Huruf j.‎ 
Yaitu melakukan ‎tindakan ‎lain menurut hukum yang bertanggungjawab. 
Pasal inilah yang menjadi ‎salah satu ‎senjata bagi penyidik untuk melakukan 
penghentian penyidikan terhadap ‎kasus pidana ‎yang melibatkan tersangka yang 
pemecahan atau ketentuan ini dalam praktek ‎lebih berat arahnya ‎menjurus kepada 
tindakan keluasaan bagi pejabat penyelidikan.‎74 
2) Kewenangan Penyidik Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang 
Kepolisian.‎ 
Di dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa 
untuk ‎kepentingan ‎umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 
dalam ‎melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 
sendiri. ‎Berlandaskan pengaturan ‎inilah penyidik mempunyai kewenangan  
mengambil ‎keputusan untuk bertindak terhadap ‎suatu  perkara  yang dirasa perlu 
untuk ‎menentukan kebijakan sendiri. 
 
                                                           
73 Bripka Hamzah (36 tahun), Penyidik POLRESTABES Makassar, Wawancara, Makassar, 
5 April 2017 
74 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Cet.II, Jakarta: 
Pustaka kartini, 1988), h.103. 
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3) Penilaian Terhadap Kasus Yang Dianggap Tidak Menimbulkan Efek 
Besar Pada ‎Masyarakat.‎ 
Dalam melakukan  wawancara  langsung  kepada  penyidik  ‎yang ‎berwenang, 
menurut penyidik kesenjangan ini bisa terjadi karena kepentingan ‎yang ‎dilanggar 
tidak terlalu serius, dianggap terlalu ringan, dan tidak merugikan ‎orang banyak ‎atau 
kepentingan bersama. Serta peraturan-peraturan hukum yang ‎memberi 
keleluasaan ‎petugas untuk memilih suatu tindakan-tindakan tertentu.‎ 
4) ‎Banyaknya  Perkara Yang Harus Diselesaikan Oleh Penyidik 
Sehingga ‎Mengesampingkan Perkara Yang Dianggap Ringan.‎ 
Menurut penyidik juga toh nanti apabila kasus tersebut dibawa ke 
ranah ‎pengadilan juga ‎diterapkan pasal 44 KUHP, yang pada akhirnya tersangka 
juga ‎dibebaskan karena adanya alasan ‎penghapus pidana. Kewenangan 
menghentikan penyidikan ‎ini merupakan shortcut (jalan ‎pintas) agar sesuai dengan 
asas berperkara cepat, biaya ‎ringan dan sederhana, juga ‎penyidik menganggap 
tersangka adalah warga negara ‎yang perlu dibina, dilindungi atau ‎diayomi.  Maka  
langkah  penghentian  penyidikan  ‎tersebut  dianggap  sudah  tepat  oleh penyidik.‎ 
5) ‎Alternative  Dispute  Resolution  (ADR)  Sebagai  Upaya  Penyelesaian  
Yang  ‎Lebih Cepat Dan Sederhana.‎ 
Langkah kepolisian tersebut menurut penyidik dinamakan ADR (Alternatif 
Dispute ‎Resolution), dalam bahasa Indonesia diterjemahkan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa. ‎ADR adalah suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dipahami 
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sebagai ‎alternatif ‎atau opsi lain bagi para pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan ‎perkaranya selain ‎melalui jalur pengadilan. Alternative Dispute 
Resulution (ADR) ‎sebagai konsep ‎penyelesaian yang lebih cepat dan sederhana 
tanpa harus mencederai ‎nilai-nilai keadilan‎.‎ 
Dari pengertian diatas maka sangatlah jelas kiranya bahwa alasan-alasan 
penyidik ‎menghentikan proses penyidikan tidaklah sesuai dengan pengaturan 
perundang-‎undangan di ‎Indonesia Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang telah mengatur 
tentang ‎bagaimanakah penyidik dapat ‎menghentikan suatu penyidikan. Alasan-
alasan ‎penyidik tersebut merupakan diskresi kepolisian ‎semata dan tidak dapat 
digunakan ‎dalam menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang ‎diduga 
mengalami ‎gangguan jiwa.‎ 
Dalam hal penyidik mengeluarkan SP3, maka berdasarkan Pasal 109 ayat (2) 
KUHAP, yaitu jika yang menghentikan penyidikan adalah Penyidik POLRI maka 
pemberitahuan penghentian itu disampaikan pada penuntut umum dan 
tersangka/keluarganya, sedangkan jika yang menghentikan penyidikan adalah 
penyidik PNS, maka pemberitahuan penghentian itu disampaikan pada penyidik 
POLRI (sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan) dan 
penuntut umum. 
“SP3 yang diberikan kepada pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan 
kejiwaan tersebut berdasarkan hasil gelar perkara dan juga merupakan diskresi kami, 
jadi bukan karna alasan yang dirumuskan dalam Pasal 109 ayat 2 , yaitu pertama 
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bukti yang tidak cukup, kedua Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan 
tindak pidana, dan ketiga Penghentian penyidikan dilakukan demi hukum ”75. 
2. Proses Hukum Jika Tidak Terbukti Mempunyai Gangguan Kejiwaan 
”Apabila setelah keluarnya hasil pemeriksaan oleh dokter forensik psikiatri yang 
kemudian dimuat dalam Visum et Repertum Psychiatricum menjelaskan sipelaku 
ternyata negatif memiliki gangguan kejiwaan maka proses hukum tetap dilanjutkan 
sebagaimana prosedur yang ada”76. 
Di luar dari pada itu, terkadang si pelaku kejahatan baru menunjukkan kelainan 
jiwa ketika dipersidangan, dan jika itu terjadi maka hakim selaku pemegang 
kekuasaan dalam persidangan mempunyai kuasa untuk memanggil seorang ahli 
(Pasal 180 ayat 1 KUHAP) dalam bidang kedokteran jiwa . Permintaan tersebut 
ditujukan kepada dokter ahli kedokteran jiwa dalam wilayah hukum dari hakim 
pengadilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara, kecuali bila di wilayah 
tersebut tidak ada dokter ahli jiwa
77
. 
Pengaturan ini dimaksudkan agar supaya kemungkinan terjadinya konflik dalam 
keterangn ahli kedokteran jiwa lisan dikurangi, mengingat bahwa keterangan ahli 
kedokteran jiwa dapat berbeda-beda sesuai dengan prientasi ilmiah dari dokter ahli 
kedokteran jiwa yang memeriksa.
78
 
                                                           
75  Bripka Hamzah (36 tahun), Penyidik POLRESTABES Makassar, Wawancara, 
Makassar, 7 April 2017 
76  Bripka Hamzah (36 tahun), Penyidik POLRESTABES Makassar, Wawancara, 
Makassar, 3 April 2017 
77  Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Visum et Repertum 
Psychiatricum  (Jakarta: [t.p], 1986), h.8. 
78  Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Visum et Repertum 
Psychiatricum , h.8. 
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Jika berdasarkan bukti-bukti yang ada kemudian Hakim menilai terdakwa 
mempunyai gangguan kejiwaan,  maka berdasarkan Pasal 44 ayat 2: 
“Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab 
kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim 
memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun 
untuk diperiksa”. 
Perumusan pasal di atas yaitu “Hakim memerintahkan memasukkan dia ke 
rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa” termasuk hukuman 
terhadap pelaku, hukuman bagi pelaku yang mempunyai gangguan kejiwaan 
dianggap tidak perlu. Sebagaimana Flechter mengajukan suatu ‎teori yaitu “theory of 
pointless Punishment” ; teori ‎hukuman yang tidak perlu. Dalam ‎teori ini ia 
mengemukakan pendapatnya ‎tentang perbuatan yang terjadi yang ‎dilakukan oleh 
seseorang diluar ‎kesadarannya. Jadi dalam hal pelakunya yang sakit ‎jiwa, tidak 
ada ‎manfaatnya ‎sama sekali untuk menghukum, menjatuhkan pidana ‎terhadap ‎pelaku 
yang tidak ‎menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang ‎dilakukannya itu. 
Jadi ‎tidak ada perlunya menghukum orang yang 
melakukan ‎sesuatu ‎tanpa ‎disadarinya.79 
Dalam hal terdapatnya keadaan jiwa yang cacat dalam pertumbuhannya atau 
keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, hakim dapat memutus dengan 
menjatuhkan tindakan (maatregel) dengan memerintahkan si pelaku untuk 
dimasukkan kedalam ruamah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu 
percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat 2. Tindakan tersebut bukanlah suatu 
pidana walaupun dapat dirasakan sebagai pengekangan kebebasan bergerak seperti 
pada pidana penjara atau pidana kurungan. Pembolehan menjatuhkan tindakan 
                                                           
79 M. Hamdan, Alasan Penghapus Pidana: Teoti dan Studi Kasus, (Cet. I; Bandung: PT 
Refika Aditama, 2012), h.62 
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tersebut dimaksudkan selain untuk menolong kesembuhannya, juga didalam terdapat 
sifat preventif  atas kemungkinan bahaya-bahaya yang ditimbulkan pelaku terhadap 
masyarakat.
80
 
Selama proses tersebut penderita juga mendapatkan pengobatan, sehubungan 
dengan hal tersebut, maka pengobatan dalam psikiatri secara garis besar dapat 
dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
81
 
1) Somatoterapi, dengan tujuan untuk memberikan pengaruh-penagruh 
langsung yang berkaitan dengan badan, misalnya melalui pembedahan, 
farmakologi, atau fisioterapi. 
2) Psikoterapi, dengan maksud untuk secara langsung memberikan 
pengaruh-pengaruh yang berhubungan dengan kejiwaan. 
3) Manipulasi lingkungan, dengan maksud untuk memberikan pengaruh 
langsung pada lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosialnya. 
Dengan demikian, penderita gangguan tersebut demi keutuhannya dapat 
ditolong atau disembuhkan. Akan tetapi, apa yang akan diprioritaskan, tergantung 
pada hasil pemeriksaan yang dilakukan. Jelasnya dalam psikiatri tidak dikenal terapi 
tunggal, melainkan ketiga-tiganya diberikan sekaligus. Namun dengan porsi yang 
berbeda sesuai dengan diagnosis yang dihasilkan. 
 
 
 
                                                           
80 Adami Chazawi, S.H, pelajaran hukum pidana , Ed. Revisi (Cet.VII, Jakarta: Rajawali 
Pers, 2016), h.27-28 
81 MIF Baihaqi, dkk, PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan,(Cet.II, Jakarta: 
PT Refika Aditama, 2007), h.139 
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BAB V 
PENUTUP 
A.‎ Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dari yang telah penulis uraikan ‎ 
sebelumnya maka dapat diambil beberapa poin kesimpulan:‎ 
1. ‎ Ada beberapa langkah penyidik untuk mengetahui dan menetapkan pelaku 
‏mempunyai gangguan kejiwaa, yaitu dengan wawancara pada tahap ‏pemeriksaan 
dan observasi.‏ 
Wawancara dalam tahap pemeriksaan merupakan langkah awal 
untuk ‎‏mengetahui apakah pelaku ‎mempunyai penyakit jiwa atau tidak‎. ‎Pada 
tahap ‎‏ini belum dapat ditetapkan terkait gangguan jiwa ‎sipelaku melainkan 
hanya ‎‏dapat mencurigai pelaku mempunyai gangguan jiwa‎. ‎Dengan berdasar 
‏kecurigaan tersebut‎, ‎kemudian penyidik mengambil langkah untuk ‏melakukan 
observasi‎, ‎dengan menyurat ke Rumah Sakit Khusus Daerah untuk ‏dilakukan 
pemeriksaan terhadap pelaku‎.‎ Hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam surat 
Visum et Repertum Psychiatricum, yang inti kesimpulan isinya menyatakan 
apakah terperiksa mempunyai gangguan kejiwaan atau tidak.  
2. Proses hukum pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan 
selanjutnya, ada 2 kemungkinan : 
Jika terbukti mempunyai gangguan kejiwaan maka pelaku dibebaskan dari 
segala tuntutan hukum, yaitu dengan dikeluarkannya SP3 (Surat perintah 
67 
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penghentian penyidikan) berdasarkan Diskresi Kepolisian. Dan jika tidak 
terbukti mempunyai gangguan jiwa, maka proses hukum tetap berlanjut dan 
dianggap pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sesuai dengan 
prosedur hukum yang ada, sampai dijatuhkannya putusan oleh hakim, terhadap 
perbuatan sipelaku. 
 
B. Implikasi Penelitian 
1. Bagi Peneliti 
Agar kiranya proses dan hasil penelitian ini dapat menambah 
pengetahuan ilmiah yang berharga sehingga dapat meningkatkan 
pengetahuan serta menambah wawasan khususnya gambaran pengetahuan 
terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan. 
2. Bagi Institusi 
Agar kiranya hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 
informasi dan referensi keilmuan dalam hal pelaku kejahatan yang 
mempunyai gangguan kejiwaan. Diharapkan Hasil penelitian ini tidak 
dianggap sebagai pajangan nantinya, atau sekedar dilihat sebagai dokumen 
yang tidak penting. Sama halnya dengan hasil penelitian sebelum-sebelum 
kami, saya berharap ada solusi untuk penyimpanan hasil penelitian ini agar 
nantinya dapat berguna bagi orang banyak. 
3. Bagi Masyarakat. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan 
sebagai referensi dan bahan ‎rujukan pengetahuan untuk meningkatkan 
khazanah keilmuan ‎tentang pelaku kejahatan yang ‎mempunyai gangguan 
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kejiwaan.‎‏ penulis mengharapkan agar masyarakat tetap waspada‎, ‎karena 
‏kejahatan akan terus ada dan kejahatan tidak hanya akan dilakukan oleh 
orang yang normal dan ‏sehat tetapi juga dimungkinkan kejahatan ini datang 
dari pelaku yang mempunyai gangguan ‏kejiwaan. 
  
70 
 
DAFTAR PUSTAKA 
1. Buku 
Ali, Mahrus. Dasar-dasar Hukum Pidana. Edisi Pertama. Cet.III; Jakarta: Sinar 
Grafika, 2015‎. 
Amrani, Hanafi ‎dan Mahrus Ali. Sistem Pertanggungjawaban 
Pidana: ‎Perkembangan dan Penerapan. Edisi Pertama. Cet. I; Jakarta: 
Rajawali Pers, 2015. 
Baihaqi, MIF, dkk, PSIKIATRI Konsep Dasar dan Gangguan-gangguan, Cet.II, 
Jakarta: PT Refika ‎Aditama, 2007‎ 
Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana , Ed. Revisi;Cet.VII; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2016‎ 
Darmabrata, Wahjadi ‎ dan Adhi Wibowo Nurhidayat, Psikiatri Forensik, Cet.I; 
Jakarta: Penerbit ‎Buku ‎Kedokteran EGC, 2003‎ 
Depertemen Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Visum et Repertum 
Psychiatricum  Jakarta: ‎[t.p], 1986‎ 
Djamali, R. Abdoel. Pengantar Hukum Insonesia. Edisi II. Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, 2012‎. 
Fahmi, Musthafa. Kesehatan Jiwa dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat. Cet. I; 
Jakarta: ‎Bulan Bintang, 1977. 
Hadikusuma, Hilman. Bahasa Hukum Indonesia. Bandung: Penerbit Alumni, 1992‎. 
Hamdan, M. Alasan Penghapus Pidana: Teoti dan Studi Kasus. Cet. I; Bandung: 
PT ‎Refika Aditama, 2012‎. 
Hamzah, Andi. Pengantar Hukum Acara Pidana. Cet. III; Jakarta: Ghalia Indonesia, 
2002. 
Kartono, Kartini. Patologi social. Edisi II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009‎. 
Lubis, Didi  Bachtiar. Peralihan  Dalam  Konsep  Tanggung  Jawab  Kriminil. [t.t]: ‎  
Djiwa ‎Madjalah Psikiatri, 1970‎. 
Marpaung, Leden ‎, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika, 
2012‎ 
Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana, Cet. 
I; Jakarta: ‎Bumi ‎Aksara ,1983‎ 
Poernomo, Bambang. Hukum Pidana Dan Kumpulan Karangan Ilmiah. Cet. I; 
Jakarta:. Bina ‎Aksara, 1982.‎ 
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Cet. V; Jakarta: PT RajaGrafindo ‎Persada, 2014.‎ 
Purnomo, Bambang. ‎Operasi Pemberantasan Kejahatan dan Kemanfaatan Ahli 
Kedokteran Jiwa. ‎Yogyakarta : Bina Aksara, 1984. 
70 
71 
 
Purwadianto, Agus, dkk, Kristal-kristal Ilmu Kedokteran Forensik Cet.I, Jakarta: 
Bagian Ilmu ‎Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, 1981‎ 
Saleh, Roeslan. Pikiran-pikiran  Tentang  Pertanggungan  Jawab  Pidana. Cet I; 
Jakarta: Ghalia ‎Indonesia, 1983. 
Sambutan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat. Buku Pedoman 
Kesehatan ‎Jiwa ‎Departemen ‎Kesehatan R.I.Direktorat Jenderal Bina 
Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Direktorat ‎Kesehatan Jiwa ‎Masyarakat , 
2003. 
Suyanto, Bagong. Masalah Sosial Anak. Cet  I; Jakarta : Prenada Media Group, 2003‎ 
Syamsuddin, Rahman dan Ismail. Merajut Hukum di Indonesia. Jakarta: Mitra 
Wacana ‎Media,2014‎. 
Yahya Harahap, Muhammad, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 
Cet.II,;Jakarta:  Pustaka ‎Kartini, 1988‎. 
 
2. Perundang-undangan 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) 
3. Internet 
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/610/jbptunikompp-gdl-dianindahp-30489-9-
unikom_d-i.pdf ‎ (20 Juli 2016) 
http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-yuridis/ (20 Juli 2016) 
‎http://sayacintapsikologi.blogspot.co.id/2014/02/definisi-penyebab-jenis-tanda-
dan.html (20 Juli 2016) 
Paul Patrick, “Saya Cinta Psikologi”, Blog Paul Patrick. 
http://sayacintapsikologi. ‎blogspot.co.id/2014/02/ definisi-penyebab-jenis-
tanda-dan.html (20 Oktober 2016) 
http://www.mutiarahadits.com/08/68/75/orang-gila-mencuri-atau-melanggar-hukum-
had.html (23 Oktober 2016).‎ 
http://www.suduthukum.com/2016/03/tugas-dan-wewenang-penyidik.htm, diakses 
pada pukul ‎22.07 (06 April)‎. 
http://doktersehat.com/kenali-tanda-dan-gejala-gangguan-jiwa-manusia-di-sekitar-
anda/, diakses ‎pada pukul 23:34 (06 April 2017)‎. 
 
  
72 
 
RIWAYAT HIDUP 
Penulis bernama Idham Suryansyah, lahir dari 
pasangan suami istri yang ayah bernama Syahruddin 
Tokong dan ibu bernama Supiaty Salupuk. Lahir di 
Ujung Pandang (Makassar) pada hari selasa tanggal 04 
Juli 1995. Seorang Laki-laki, Suku Bugis-Makassar, 
anak ke-4 dari 4 bersaudara. Tinggal dan menetap di 
Makassar, Kompleks BTN Mangga Tiga.  
Memulai pendidikan dari TK Asy-syah Makassar (2000), Lanjut di SD Inpres 
Mangga Tiga Makassar (2007).Kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah 
pertama di Pondok Pesantren DDI-AD Mangkoso (MTs Pa Thonronge-2010) 
Kabupaten Barru, sempat melanjutkan hingga ke tingkat Aliyah hingga kelas 10, 
namun tidak selesai dan pindah di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ad-dary DDI 
Takkalasi Kabupaten Barru hingga selesai (2013). Melanjutkan Kuliah di Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar dan Mengambil jurusan Ilmu Hukum (2013-2017). 
Organisasi yang di Ikuti , Ikatan Penggiat Peradilan Semu (IPPS). 
 
  
 
73 
 
  
 
74 
 
  
 
75 
 
  
76 
 
  
77 
 
  
78 
 
  
79 
 
  
80 
 
  
81 
 
  
82 
 
  
83 
 
  
84 
 
  
85 
 
  
1 
 
  
1 
 
  
2 
 
  
3 
 
  
4 
 
  
5 
 
  
6 
 
  
7 
 
  
8 
 
 
